PEMERINTAH KOTA MALANG

SEKRETARIAT DAERAH

JL. TUGU NO. 1 TELP. (0341) 366066 - 325644

MALANG
Kode Pos 65119

Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.6/ & /35.73.112/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

a.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Walikota
Nomor 106 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan,
telah  ditetapkan  Keputusan Sekretaris ~ Daerah
Nomor: 188.451/25/35.73.112/2022 tentang Penetapan
Standar Operasional Prosedur pada Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah,;

bahwa Keputusan Sekretaris Daerah
Nomor: 188.451/25/35.73.112/2022 tentang Penetapan
Standar Operasional Prosedur pada Bagian Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah tidak sesuai
dengan perkembangan, sehingga perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah tentang Penetapan Standar Operasional
Prosedur pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang



Menetapkan

KESATU

NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota
Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor ©6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3354);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.



KEDUA

 Standar Operasional Prosedur pada Bagian Pengadaan Barang

dan Jasa Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU, terdiri atas:
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proses utama pengadaan barang/jasa;

perencanaan pengadaan barang/jasa,

persiapan pengadaan barang /jasa;

persiapan pemilihan penyedia;

pengelolaan personil;

penyusunan anjab/Analisis Beban Kerja Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa;

pengelolaan manajemen pengetahuan  pengadaan
barang/jasa;

proses penyiapan bahan pembinaan hubungan dengan
para pemangku kepentingan;

pelaksanaan dan pengelolaan tingkat kematangan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa

proses perpindahan dari jabatan lain;

pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan katalog
elektronik lokal sektoral;

layanan help desk;

verifikasi dan registrasi penyedia;

penanganan insiden pada Sistem Pengadaan Secara
Elektronik;

pemeliharaan software dan hardware;

pengelolaan ruang server,

fasilitasi implementasi standarisasi Layanan Pengadaan
Secara Elektronik;

pemilihan penyedia pascakualifikasi;

proses pengadaan tender;

pengadaan non tender;

tindak lanjut tender gagal;

pengelolaan sanggahan;

sanggah banding;

pengelolaan kontrak;

pelayanan penanganan penyelesaian sengketa kontrak;
analisis ketersediaan pelaku usaha;

pemilihan penyedia prakualifikasi;

pengelolaan resiko;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

29. analisis kebutuhan pembinaan pelaku usaha;

30. pendampingan bimbingan teknis dan pelatihan;

31. pengelolaan arsip pengadaan barang/jasa;

32. pengelolaan pengaduan masyarakat;

33. pengendalian kontrak;

34. penanganan kontrak kritis;

35. proses penyiapan bahan dalam penyusunan produk
hukum;

36. penghimpunan data monev pengadaan barang dan jasa;

37. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);

38. pengelolaan administrasi umum,;

39. penyusunan laporan kinerja; dan

40. pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ke
Walikota.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi Pegawai

Negeri Sipil Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku,

Keputusan Sekretaris Daerah

Nomor: 188.451/25/35.73.112/2022 tentang Penetapan

Standar Operasional Prosedur pada Bagian Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Mala‘r\lﬁa.
\

pada tanggal 3 2024




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG
NOMOR: 100.3.3.6/ \9_2/35.73.112/2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG

DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

No. SOP Judul SOP ik

01 Proses Utama Pengadaan Barang/Jasa

02 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa

03 Persiapan Pengadaan Barang/Jasa

04 Persiapan Pemilihan Penyedia

05 Pengelolaan Personil

06 Penyusunan Anjab/Anasis Beban Kerja Bagian Pengadaan Barang
dan Jasa

07 Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa

08 Proses Penyiapan Bahan Pembinaan Hubungan Dengan Para
Pemangku Kepentingan

09 Pelaksanaan dan Pengelolaan Tingkat Kematangan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa

10 Proses Perpindahan dari Jabatan Lain

115} Pelaksanaan Penyusunan dan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal
Sektoral

12 Layanan Help Desk

13 Verifikasi dan Registrasi Penyedia

14 Penanganan Insiden pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik

15 Pemeliharaan Software Dan Hardware

16 Pengelolaan Ruang Server

17 Fasilitasi Implementasi Standarisasi Layanan Pengadaan Secara
Elektronik

18 Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

19 Proses Pengadaan Tender

20 Pengadaan Non Tender

21 | Tindak Lanjut Tender Gagal

22 Pengelolaan Sanggahan




23 Sanggah Banding

24t Pengelolaan Kontrak

25 Pelayanan Penanganan Penyelesaian Sengketa Kontrak

26 Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha

27 Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

28 Pengelolaan Resiko

29 Analisis Kebutuhan Pembinaan Pelaku Usaha

30 Pendampingan Bimbingan Teknis dan Pelatihan

31 Pengelolaan Arsip Pengadaan Barang/Jasa

32 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

33 Pengendalian Kontrak

34 Penanganan Kontrak Kritis

35 Proses Penyiapan Bahan Dalam Penyusunan Produk Hukum
36 Penghimpunan Data Monev Pengadaan Barang dan Jasa

37 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

38 Pengelolaan Administrasi Umum

39 Penyusunan Laporan Kinerja

40 Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa ke Walikota




No. | Narﬁa SOP Lama No. Nama SOP Baru
(2022) (2024)
1 | Proses Utama Pengadaan i | Proses Utama Pengadaan
Barang/Jasa
2 | Perencanaan Pengadaan 2 Perencanaan Pengadaan
Barang/Jasa Barang/Jasa
3 | Persiapan Pengadaan 3 Persiapan Pengadaan
Barang/Jasa Barang/Jasa
Persiapan Pemilihan Penyedia - Persiapan Pemilihan Penyedia
5 | Pengelolaan Kinerja Pengelolaan Personil
6 Penyusunan Anjab/Analisis
Beban Kerja Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa
T Pengelolaan Manajemen
Pengetahuan Pengadaan
Barang/Jasa
8 Proses Penyiapan Bahan
Pembinaan Hubungan Dengan
Para Pemangku Kepentingan
9 Pelaksanaan dan Pengelolaan
Tingkat Kematangan Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa
10 | Proses Perpindahan Dari
Jabatan Lain
11 | Pelaksanaan Penyusunan dan
Pengelolaan Katalog Elektronik
Lokal/Sektoral
12 | Layanan Help Desk
13 | Verifikasi dan Registrasi
Penyedia
14 | Penanganan Insiden Pada
Sistem Pengadaan Secara
Elektronik
15 | Pemeliharaan Software dan
Hardware
16 | Pengelolaan Ruang Server




17 | Fasilitasi Implementasi
Standarisasi Layanan
Pengadaan Secara Elektronik
6 | Pemilihan Penyedia 18 | Pemilihan Penyedia
Pascakualifikasi Pascakualifikasi
19 | Proses Pengadaan Tender
20 | Pengadaan Non Tender
21 | Tindak Lanjut Tender Gagal
22 | Pengelolaan Sanggahan
23 | Sanggah Banding
7 | Pelaksanaan Kontrak Pengadaan 24 | Pengelolaan Kontrak
Barang/Jasa Melalui Penyedia
25 | Pelayanan Penanganan
Penyelesaian Sengketa Kontrak
8 | Analisa Ketersediaan Pelaku 26 | Analisis Ketersediaan Pelaku
Usaha Usaha
9 | Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 27 | Pemilihan Penyedia
Prakualifikasi
10 | Pengelolaan Resiko 28 | Pengelolaan Resiko
11 | Pendampingan, Bimbingan Teknis 29 | Analisis Kebutuhan Pembinaan
Dan Coaching Clinic Bagi Pelaku Pelaku Usaha
Usaha Dan Penyedia
30 | Pendampingan, Bimbingan
Teknis dan Pelatihan
12 | Pengelolaan Arsip 31 | Pengelolaan Arsip Pengadaan
Barang/Jasa
13 | Pengelolaan Pengaduan 32 | Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat Masyarakat
14 | Pengendalian Kontrak 33 | Pengendalian Kontrak
Pelaksanaan Fisik 0%-70% Dari
Kontrak
15 | Pengendalian Kontrak 34 | Penanganan Kontrak Kritis
Pelaksanaan Fisik 70%-100% Dari
Kontrak
16 | Proses Penyiapan Bahan Dalam 35 | Proses Penyiapan Bahan Dalam

Penyusunan Produk Hukum

Penyusunan Produk Hukum




-y

Pengkoordinasian Dengan Pihak
Terkait Dalam Penyusunan
Produk Hukum

18 | Penyiapan Bahan Monitoring Dan 36 | Penghimpunan Data Monev
Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
19 | Survei Kepuasan Masyarakat 37 | Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM)
20 | Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
21 | Pengadministrasi Umum 38 | Pengelolaan Administrasi Umum
22 | Pelaporan Secara Periodik Ke 39 | Penyusunan Laporan Kinerja
Walikota
40 | Pelaporan Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Ke
Walikota




SACIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEMRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP -0

Tanggal Pembuatan |- 31 Oklober 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN G DAN JASA

Nama SOP |Proses Utama Pengadaan Barang/

Jasa

Kualifikasi Pelaksana:

1 Perzturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

1 Sarjana/ Sederajat

tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor | 2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang | 3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
dan Jasa Pemerintah persiapan pengadaan barang/ jasa

2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 4 Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor | 5 Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia 6 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan | 7 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 8
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proakiif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa

2 SOP Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa

3 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

4 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

5 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

6 SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/

1 Dokumen pengadaan barang/ jasa

2 Renja, RKA, RUP dan SK Penunjukan Pokja
3 Aplikasi SPSE

4 ATK

5 Komputer, Printer dan internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang

harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan

didata sebagai data elekironik dan/atau manual dalam berkas

kearsipan masing-masing perangkat daerah dan Sekretariat
UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan




‘e

barang/ jasa

barang/ jasa

Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur i Keterangan
PA/ KPA PPK umwum_” gﬂ”__ﬂmz Kelengkapan | Waktu Output |
1 |Melaksanakan perencanaan pengadaan Renja, Penetapan |5 hari RUP
barang/ jasa pagu Indikatif/ KUA -
PPAS, RKA
2 |Menetapkan dan mengumumkan RUP i , RUP 1hari |RUP telah
diumumkan
1
3 |Melaksanakan persiapan pengadaan barang/ _|||9 RUP, SK Penunjukan|5 hari Dokumen persiapan
jasa PPK, Draft spesifikasi pengadaan barang/
teknis/ KAK, HPS/ jasa (Spesifikasi
_ RAB teknis/ KAK, HPS)
4 |Melaksanakan persiapan pemilihan penyedia ) Dokumen persiapan |5 hari Dokumen Pemilihan
pengadaan barang/
i jasa (Spesifikasi
teknis/ KAK, HPS),
Sk Penunjukan pokja
pemilihan
b |Melaksanakan pemilihan penyedia 3 Dokumen Pemilihan |Sesuai |Laporan hasil
Jadwal |pemilihan, BA
penetapan
pemenang
# |[Melaksanakan pengelolaan kontrak | Laporan hasil Sesuai |SPPBJ, Dokumen
5 s pemilihan, BA masa kontrak, dokumen
. i penetapan kontrak |pelaksanaan
pemenang kerja pekerjaan, BAST
Dokumen pengadaan|20 menit |Dokumen pengadaan




e

SACIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEMSRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP :02

Tanggal Pembuatan|: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahat: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAANBARANG DAN JASA

MAHANANI, ST., MT
Nama SOP : Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasg

Kualifikasi Pelaksana:

Pemturan Pfeslden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
perencanaan pengadaan barang/ jasa

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

W~ ;

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan

2 SOP Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa
3 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

1 Dokumen kelengkapan perencanaan pengadaan barang!
2 Aplikasi SPSE, SIRUP

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telzh
dilaksanakan




1 |[Menetapkan PPK dan menugaskan untuk Renja, RKBMD, 30 menit [Dokumen PA/ KPA juga bisa
melaksanakan perencanaan pengadaan Kebijakan Umum penunjukkan PPK  |merangkap sebagal
barang/ jasa Anggaran (KUA)/ atau PA/ KPA PPK

Prioritas Plafon merangkap sebagai
Anggaran Sementara PPK
(PPAS)

2 |Melakukan inventarisir perencanaan ! Renja, RKBMD, 30 menit |Hasil inventarisir
pengadaan barang/ jasa. Apabila dalam / Kebijakan Umum kebutuhan
proses inventarisir PPK memerlukan Anggaran (KUA)/ pengadaan barang/

_ asistensi maka akan mengajukan surat \ Prioritas Plafon jasa

permintaan asistensi ke UKPBJ

Perlu
asistensi

Anggaran Sementara
(PPAS), Dokumen
penunjukkan PPK
atau PA/ KPA
merangkap sebagai
PPK

}u-!_- dalam proses inventarisir

canaan pengadaan barang/ jasa PPK
Boauzcxu: asistensi dari UKPBJ maka
‘nkan melakukan identifikasi kebutuhan

Tidak

Renja, RKBMD,
Kebijakan Umum
Anggaran (KUA)/
Prioritas Plafon
Anggaran Sementara
(PPAS), Dokumen
penunjukkan PPK
atau PA/ KPA
merangkap sebagai
PPK

Hasil inventarisir
kebutuhan
pengadaan barang/
jasa




Hasil inventarisir

15 menit

atau Rancangan
RKA

4 |Membuat dan amsa_zaxm: surat um_,a_amm: Surat permohonan
asistens| perencanaan pengadaan barang/ kebutuhan asistens|
jasa pengadaan barang/
jasa
5 |Menerima surat permintaan asistensi dan Surat permohonan 10 menit [Penunjukan SDM
menunjuk SODM UKPBJ untuk melaksanakan asistensi, Disposisi UKPBJ untuk
aslstensi perencanaan pengadaan melakukan asistensi
6 |Melaksanakan asistensi perencanaan Penunjukan SDM Sesuai |Laporan periodik
pengadaan barang/ jasa untuk PPK UKPBJ untuk Jadwal |pelaksanaan
melakukan asistensi asistensi
4 Melakukan identifikasi kebutuhan barang/ Hasil inventarisir 30 menit |Barang/ Jasa yang
o |iasa _ kebutuhan telah diidentifikasi
pengadaan barang/ sesuai dengan
jasa, Database BMD, kodefikasi dan
Riwayat RKBMD kategorisasi
c-i_.a_‘ jasa sesuai kodefikasi Barang/ Jasa yang |60 menit |Dokumen penetapan
|, cara pengadaan barang/ telah diidentifikasi barang/ jasa dan/
blaya, dan pemaketan sesuai dengan atau Rancangan
_ . kodefikasi dan RKA
kategorisasi
Dokumen penetapan |15 menit [RKA
barang/ jasa dan/




enyusun spesifikasi teknis (untuk
pengadaan barang/ pakerjaan konstruksi/
jasa lainnnya) dan/ atau Kerangka Acuan
Kerja (KAK) (untuk jasa konsultansi)

30 menit |Daftar paket
pengadaan barang/
jasa dan spesifikasi
teknis/ KAK

"

Menginput Rencana Umum Pengadaan (RUP
ke Sistem Informasi Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP)

Daftar paket
pengadaan barang/
jasa dan spesifikasi
teknis/ KAK, Aplikasi
SIRUP

15 menit [RUP diinput di
SIRUP

[Menetapkan dan mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan (RUP ke Sistem Informasi

Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

RUP diinput di
SIRUP

15 menit [RUP ditetapkan dan
diumumkan




SAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP -03

Tanggal Pembuatan |- 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi D -

Tanggal Pengesahan|: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

MAHANANI, ST., MT
Nama SOP :|Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa

Kualifikasi Pelaksana:

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun

2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa

Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/ Jasa Melalui Penyedia

Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti

Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan

Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
persiapan pengadaan barang/ jasa

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

4
5

6
7
8

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa
2 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

3 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5 SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jag

1 Dokumen kelengkapan perencanaan pengadaan barang
2 Aplikasi SPSE, SIRUP

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




) __ Pelaksana Mutu Baku
- Eiaiai Prossde PA/ KPA PPK moxﬂﬂm JEPPBJ | Kelengkapan Output
| )

1 |Menetapkan dan mengumumkan rencana RUP RUP
umum pengadaan (RUP) U

3 |Menyusun spesifikasi teknis/ KAK, HPS dan RUP, RKA, DPA/ Surat permohonan
rancangan kontrak. Apabila PPK DIPA asistensi
membutuhkan asistensi dalam persiapan
pengadaan barang/ jasa maka akan
menyampaikan permohonan asistensi ke
UKPBJ

4 |Apabila PPK tidak memerlukan asistensi dari RUP, RKA, DPA/ Draft Spesifikasi
UKBJ maka akan dilanjutkan dengan DIPA teknis/ KAK, HPS,
menetapkan spesifikasi teknis/ KAK, HPS dan rancangan
dan rancangan kontrak kontrak

§ |Membuat dan mengirimkan surat permintaan ‘_HTn RUP, RKA, DPA/ Surat permohonan
asistensi persiapan pengadaan barang/ jasa DIPA asistensi

1
6 [Menerima surat permintaan asistensi dan v Surat permohonan Penugasan SDM

menunjuk SOM UKPBJ untuk melaksanakan
nsistensi persiapan pengadaan

o

asistensi

UKPBJ untuk
melakukan asistensi

[t roangan kontrak

-

dan rancangan
kontrak

7 |Melaksanakan asistensi persiapan Penugasan SDM Laporan
?o.:u-a.g barang/ jasa untuk PPK ‘ UKPBJ untuk pendampingan
7 melakukan asistensi kepada Kepala
UKPBJ
phan spasifikasi teknis/ KAK, HPS Draft Spesifikasi Spessifikasi teknis/
teknis/ KAK, HPS, KAK, HPS, dan

rancangan kontrak

pierulapan pongadaan

Spesifikasi teknis/
KAK, HPS, dan
rancangan kontrak

Dokumen persiapan
pengadaan




SAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEXRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 104

Tanggal Pembuatan |- 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi o

Tanggal Pengesahan|: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BA G DAN JASA

Nama SOP :|Persiapan Pemilihan Penyedia

————— T ey
3 E = 1

oG IR

Kualifikasi Pelaksana:

Beraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah :
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proakiif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Persiapan Pemilihan Penyedia

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

4
5

6
B

8

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Pengadaan Utama

2 SOP Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa
3 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5 SOP Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang/ Jas

1 Dokumen kelengkapan persiapan pemilihan penyedia
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Menyampaikan permohonan pelaksanaan

pemilihan penyedia

SK penunjukan PPK,
dokumen persiapan
pengadaan, RKA, ID
Paket RUP, rencana
waktu penggunaan
barang/ jasa, surat
permohonan
pelaksanaan
pemilihan penyedia

15 menit

SK penunjukan PPK,
dokumen persiapan
pengadaan, RKA, ID
Paket RUP, rencana
waktu penggunaan
barang/ jasa, surat
permohonan
pelaksanaan
pemilihan penyedia

Menerima permohonan pelaksanaan
pemilihan penyedia dan menetapkan pokja
pemilihan

SK penunjukan PPK,
dokumen persiapan
pengadaan, RKA, ID
Paket RUP, rencana
waktu penggunaan
barang/ jasa, surat
permohonan
pelaksanaan
pemilihan penyedia

20 menit

SK penunjukan Pokja
Pemilihan, SK
penunjukan PPK,
dokumen persiapan
pengadaan, RKA, ID
Paket RUP, rencana
waktu penggunaan
barang/ jasa, surat
permohonan
pelaksanaan
pemilihan penyedia




Melakukan reviu dokumen uoa_mrn.m:

pengadaan barang/ jasa. Apabila terdapat

ketidaksesuaian maka akan dikembalikan
kepada PPK untuk direvisi

S SK nm_._:a.:_,..m_.._ .uu._n_.m_.

Pemilihan, SK
penunjukan PPK,
dokumen persiapan
pengadaan, RKA, ID
Paket RUP, rencana
waktu penggunaan
barang/ jasa, surat
permohonan
pelaksanaan

pemilihan penyedia

Hasil reviu dokumen
persiapan
pengadaan barang/
jasa

Apabila dokumen persiapan pengadaan
barang/ jasa telah sesuai maka akan
dilanjutkan dengan penetapan metode
pemilihan penyedia

SK penunjukan Pokja
Pemilihan, SK
penunjukan PPK,
dokumen persiapan
pengadaan, RKA, ID
Paket RUP, rencana
waktu penggunaan
barang/ jasa, surat
permohonan
pelaksanaan

pemilihan penyedia

Hasil reviu dokumen
persiapan
pengadaan barang/
jasa




- | 5 [Menetapkan metode pemilihan penyedia, Hasil reviu dokumen [20 menit |Metode pemilihan
_ metode penetapan kualifikasi, metode persiapan penyedia, metode
_ |evaluasi penawaran, dan metode pengadaan barang/ penetapan kualifikasi,
_ penyampaian penawaran jasa metode evaluasi
i penawaran, dan
metode penyampaian
_ penawaran yang
_ telah ditetapkan
___
rm . 6 |Menyusun dan menetapkan jadwal pemilihan Metode pemilihan 20 menit [Jadwal pemilihan
| penyedia, metode
_ penetapan kualifikasi,
_Hu metode evaluasi
i penawaran, dan
_ _ metode penyampaian
(e penawaran yang
telah ditetapkan
Jadwal pemilihan 30 menit |Dokumen pemilihan

yang telah ditetapkan




SAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEXRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP - 05

Tanggal Pembuatan |- 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi D -

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP :|Pengelolaan }7€-rdonil

Hulam:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil

2 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

3 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme pengelolaan personil

Memiliki pemahaman terkait dengan urusan kepegawaian
Mampu mengoperasikan aplikasi SIMAS

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Mampu mengoperasikan komputer, internet, aplikasi dan
alat pendukung kerija lainnya

g o w

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 Dokumen, peralatan dan perlengkapan terkait
2 Aplikasi SIMAS

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elekironik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Kasubbag Keterangan
Bdian Pembinaan & | JFU/JFT Kelengkapan Waktu Output
¢ Advokasi PBJ
1 |Menugaskan Kasubbag Pembinaan dan Program kerja 10 menit |Arahan Kepala
Advokasi PBJ untuk melaksanakan Bagian
pengelolaan personil
2 |Melakukan penjagaan kepegawaian dan ] Arahan Kepala 45 menit |Berkas pengajuan, [Pengelolaan personil
melakukan koordinasi dengan pegawai untuk Bagian, data base dan data antara lain: Pengurusan
melengkapi persyaratan yang ada pada kepegawaian, kepegawaian yang |kenaikan pangkat, KGB,
Aplikasi SIMAS aplikasi SIMAS terunggah pada pensiun, dan perihal
aplikasi SIMAS kepegawaian lainnya
3 |Memproses pengajuan sesuai dengan Berkas pengajuan, |10 menit|Berkas pengajuan
keperluan pegawai melalui aplikasi SIMAS y dan data tersubmit melalui
kepegawaian yang aplikasi SIMAS
terunggah pada
aplikasi SIMAS
4 |Menyerahkan dokumen kepegawaian sesuai Berkas pengajuan (10 menit|Dokumen
dengan pengajuan kepada pegawai yang tersubmit melalui kepegawaian
bersangkutan aplikasi SIMAS
6 [Mengarsipkan dokumen kepegawaian Dokumen 5 menit |Dokumen
X kepegawaian kepegawaian




SAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEXRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP - 06

Tanggal Pembuatan |- 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan |- 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP :|Penyusunan Anjab/ ABK Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa

Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

" Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
1 Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1

Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan

dan Analisis Beban Kerja

2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor @ Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur
Sipil Negara

3 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme penyusunan Anjab/ ABK Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa

Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung

e e IS I -

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 ATK
2 Komputer, Printer dan Internet
3 Jaringan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan dicatat dan didata
sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas
kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag Keteran
M“uﬂn Pembinaan & xnw_-__.ﬂcﬂm Kelengkapan Waktu Output _
g Advokasi PBJ y
1 |Menerima nota dinas dari Bagian Bagian
Organisasi terkait penyusunan Anjab/ABK : ! :
Sekretariat Daerah Kota Malang ot it Sl it
2 |Menerima disposisi dan menyiapkan bahan !
bersama-sama dengan Kasubbag lainnya _” _m _ Nofa difie — N fi
a a en n
3 |Mengadakan rapat dengan seluruh Subbag lainnya Bakanimate
dalam rangka penyiapan penyusunan Anjab/ABK _HTw IVH_ Nota dinas 2 jam nwnww:wzaﬂm” MN_”_,M_”.
y Bahan pendukung
4 |Menghimpun bahan dari semua Subbag WMMMH_MMW”MH___UM“_ 2 hari penyusunan produk
; hukum
5 |Menyerahkan semua bahan pendukung - Banan ponduking
enyusunan Anjab/ABK kepada bagian terkait
pory _ : g penyusunan produk 5 menit penyusunan produk

hukum

hukum




~ SACIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

SEXRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 07

Tanggal Pembuatan |- 31 Okiober 2023

Tanggal Revisi =

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BA G DAN JASA

Nama SOP :|Pengelolaan M ndjiemen Pengetahuan

Pengadaan Barang/ Jasa

t

1

Kualifikasi Pelaksana:

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
t=ntang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan

dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1
2

~Sawbs

Sarjana/ Sederajat

Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme pengelolaan manajemen pengetahuan
pengadaan barang/ jasa

Memahami seluruh proses dan aturan terkait Pengadaan
Barang dan Jasa

Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 Dokumen, peralatan dan perlengkapan terkait
2 ATK
3 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur Kepala Kasubbag Keterangan
Bagian Pembinaan & | JF PPBJ Kelengkapan Output
Advokasi PBJ
1 [Menugaskan Kasubbag Pembinaan dan Program Kerja Arahan Kepala
Advokasl PBJ untuk melakukan pengelolaan Bagian
manajemen pengetahuan PBJ
2 |Melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Arahan Kepala Hasil identifikasi dan
informasi/ aturan perundang-undangan terkait Bagian analisis kebutuhan
pengadaan barang jasa bagi seluruh _|LIH_ informasi terkait
stakeholder pengadaan barang
jasa bagi seluruh
stakeholder
3 [Menyusun prosedur atau rangkuman aturan Hasil identifikasi dan Prosedur atau
perundang-undangan terkait PBJ yang L 4 analisis kebutuhan rangkuman aturan
diperlukan oleh stakeholder _ T||v_ _ informasi terkait perundang-undangan
pengadaan barang terkait PBJ yang
jasa bagi seluruh diperlukan oleh
stakeholder stakeholder
4 [Menyerahkan prosedur atau rangkuman Prosedur atau Prosedur atau
aturan perundang-undangan terkait PBJ yang _H”_ rangkuman aturan rangkuman aturan
diperlukan oleh stakeholder kepada Kepala perundang-undangan perundang-undangan
Baglan terkait PBJ yang terkait PBJ yang
diperlukan oleh diperiukan oleh
. stakeholder stakeholder
b |Menystujul prosedur atau rangkuman aturan v Prosedur atau Prosedur atau

Ll

perundang undangan terkait PBJ yang

a_..-zcw-.: olah stakeholder

rangkuman aturan
perundang-undangan
terkait PBJ yang
diperlukan oleh
stakeholder

rangkuman aturan
perundang-undangan
terkait PBJ yang
diperlukan oleh
stakeholder




prosedur atau rangkuman aturan perundang-
undangan terkait PBJ yang ada. Apabila
sudah tidak relevan maka akan dilakukan
update sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang baru

rangkuman aturan
perundang-undangan
terkait PBJ yang
diperlukan oleh
stakeholder

rangkuman aturan
perundang-undangan
terkait PBJ yang
diperlukan oleh
stakeholder
terupdate

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Kasubbag Keterangan
Bagian Pembinaan & | JF PPBJ Kelengkapan Waktu Output
g Advokasi PBJ
6 |Mensoslalisasikan prosedur atau rangkuman Prosedur atau 1 hari Prosedur atau Sosialisas| dilakukan
" |aturan perundang-undangan terkait PBJ rangkuman aturan rangkuman aturan  [dengan: mengunggah
kepada stakeholder perundang-undangan perundang-undangan|prosedur/ rangkuman aturan
terkait PBJ yang terkait PBJ yang terkait PBJ pada SPSE/
diperlukan oleh diperlukan oleh Website Bagian dan
stakeholder stakeholder Melaksanakan pembinaan
atau pendampingan kepada
stake holder PBJ
7 |Melakukan review secara berkala atas Prosedur atau 1 hari Prosedur atau

([ —




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP - 08

Tanggal Pembuatan |- 31 Okiober 2023

Tanggal Revisi C-

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAA RANG DAN JASA

Nama SOP |Proses Penyiapan Bahan Pembinaan
Hubungan dengan Para Pemangku
Kepentingan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme proses penyiapan bahan pembinaan hubungan
dengan para pemangku kepentingan

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di 4 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Lingkungan Pemerintah Daerah 5 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung

3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 6 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 Dokumen bahan pembinaan
2 ATK
3 Komputer, Printer dan Internet
|Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan dicatat dan didata
sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas
kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag Keterangan
Kepala Pembinaan & xum.:cwma Kelengkapan Output ’
' Bagian Advokasi PBJ Lainnya
1 |Menginstruksikan kepada Kasubbag Pembinaan Program kerja Program kerja

dan Advokasi PBJ untuk menyiapkan bahan
pembinaan hubungan dengan para pemangku
kepentingan pengadaan barang dan jasa

Hasil identifikasi dan

[parn pemangku kapentingan pengadaan barang

hubungan dengan para
pemangku kepentingan
pengadaan barang dan
jasa

2 |Menindaklanjuti arahan Kepala Bagian dengan | Program kerja
melakukan identifikasi dan analisis topik atau tema _ analisis tentang topik
penting yang perlu diberikan kepada para atau tema pembinaan
pemangku kepentingan pengadaan barang dan
3 [Melakukan koordinasi dengan subbag lainnya \ Hasil identifikasi dan Bahan pendukung,
untuk membahas hasil identifikasi dan analisa _\ T\L _ analisis tentang topik notulen, daftar hadir
bahan pembinaan atau tema pembinaan
4 |Menyusun bahan pembinaan hubungan dengan \ Bahan pendukung, Bahan pembinaan
para pemangku kepentingan pengadaan barang _ notulen, daftar hadir hubungan dengan para
dan jasa pemangku kepentingan
pengadaan barang dan
jasa
5 |Menyampaikan bahan pembinaan hubungan Bahan pembinaan Bahan pembinaan
dengan para pemangku kepentingan pengadaan hubungan dengan para hubungan dengan para
barang dan jasa kepada Kepala Bagian . pemangku kepentingan pemangku kepentingan
_H pengadaan barang dan pengadaan barang dan
) jasa jasa
0 [Menystujul bahan pembinaan hubungan dengan Bahan pembinaan Bahan pembinaan

hubungan dengan para
pemangku kepentingan
pengadaan barang dan
jasa

JL.E.B-BiS__. hahan pembinaan hubuhgan dengan

frisr paimanghi kepantingan pengadaan barang
(hiny jann

bahan pendukung
penyusunan produk
hukum

bahan pendukung
penyusunan produk
hukum

Bahan yang telah dise
akan digunakan sebag
materi/ topik pelaksan
pembinaan




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SCP 08

Tanggal Pembuatan |- 31 Oktober 2023

[Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

Nama SOP |Pelaksanaan’dah Pengelolaan Tingkat
Kematangan Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019

tentang Model Pengukuran Tingkat
Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/
Jasa

Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan tingkat
kematangan bagian pengadaan barang dan jasa
Memahami seluruh unsur penilaian tingkat kematangan
dan proses penilaiannya

Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

~N oo

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 Dokumen, peralatan dan perlengkapan terkait
2 ATK
3 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag : Kotoran
M%m_m Pembinaan & | 12%UPbag | oy gET | Kelengkapan | Waktu Output gen
ki Advokasi PBJ Lalniya
1 |Menugaskan Kasubbag Pembinaan dan Program kerja 10 menit |Arahan Kepala
Advokasi PBJ untuk melaksanakan dan Bagian
mengelola tingkat kematangan UKPBJ
2 |Meolakukan rapat koordinasi persiapan Arahan Kepala 1 jam Notulen, daftar hadir
pemenuhan komponen tingkat kematangan Bagian
UKPBJ .
3 |Menghimpun bukti dukung tingkat Notulen, daftar hadir [3 hari  |Bukti dukung
kematangan UKPBJ dari Subbag Lainnya Y pemenuhan tingkat
kematangan UKPBJ
A |Malakukan pengisian informasi tingkat Bukti dukung 5 hari |Hasil pengisian
kamatangan UKPBJ beserta pemenuhan pemenuhan tingkat informasi dan bukti
Bkt dukung maelalul sistem aplikasi dan kematangan UKPBJ, dukung tingkat
manyarahkan kepada Kepala Bagian Sistem Aplikasi kematangan UKPBJ
Y pada sistem aplikasi
b wngetahul hasil pengisian informasi dan | Hasil pengisian 15 menit|{Hasil pengisian
bkt dukung tingkat kematangan UKPBJ informasi dan bukti informasi dan bukti
pracla sintorm aplikes) dukung tingkat dukung tingkat
_|| kematangan UKPBJ kematangan UKPBJ
pada sistem aplikasi pada sistem aplikasi




Pelaksana Mutu Baku
i Kasubbag
ki PR et Kepala | o binaana | '2SUPPa8 1 oy yey | Kelengkapan | Waktu Output e |
Baglan' ) aivokasipas | LAinve
6 |Mengirimkan hasil perhitungan mandiri Hasil pengisian 15 menit |Hasil pengisian
tingkat kematangan ke LKPP untuk informasi dan bukti informasi dan bukti
diverifikasi dukung tingkat dukung tingkat
kematangan UKPBJ kematangan UKPBJ
pada sistem aplikasi terkirim melalui
sistem aplikasi
7 |Menerima hasil tingkat kematangan UKPBJ Hasil pengisian 10 menit |Tingkat Kematangan

dari LKPP

informasi dan bukti
dukung tingkat
kematangan UKPBJ
terkirim melalui
sistem aplikasi

UKPBJ dari LKPP




SACIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEXRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP : 10

Tanggal Pembuatan |- 31 Okiober 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan |- 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN ANG DAN JASA

Nama SOP |Proses Perpindahan dari Jabatan Lain

Kualifikasi Pelaksana:

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil

2 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan

dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

3 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme perpindahan dari jabatan lain

3 Memiliki pemahaman terkait dengan urusan kepegawaian

4 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

5 Mampu mengoperasikan komputer, internet, aplikasi dan
alat pendukung kerja lainnya

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 Dokumen, peralatan dan perlengkapan terkait
2 Aplikasi SIMAS
3 ATK
4 Komputer, Printer dan Internet
Peringatan; Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Kasubbag Keterangan
Bagian Pembinaan & JFU Kelengkapan Waktu QOutput
_ Advokasi PBJ
1 [Menerima pengajuan perpindahan dari Surat pengajuan 10 menit |Hasil disposisi, Surat
Jabatan lain dari pegawai dan perpindahan dari pengajuan
mendisposisikan kepada Kasubbag jabatan lain, Berkas perpindahan dari
Pembinaan dan Advokasi PBJ untuk kelengkapan jabatan lain, Berkas
ditindaklanjuti pengajuan kelengkapan
pengajuan
2 |Memeriksa berkas kelengkapan pengajuan. Hasil disposisi, Surat |15 menit |Hasil verifikasi
Apabila berkas belum lengkap dan belum 3 pengajuan pengajuan dan
sesual persyaratan maka akan dikembalikan perpindahan dari berkas kelengkapan
kepada pegawai yang bersangkutan jabatan lain, Berkas pengajuan
kelengkapan perpindahan jabatan
pengajuan lain
3 |Apabila berkas pengajuan perpindahan dari Hasil disposisi, Surat Hasil verifikasi
Jabatan lain telah lengkap dan sesuai pengajuan pengajuan dan
persyaratan maka akan dibuatkan nota dinas perpindahan dari berkas kelengkapan
pengajuan kepada Pimpinan melalui Bagian jabatan lain, Berkas pengajuan
Umum kelengkapan perpindahan jabatan
pengajuan lain
4 |Membuat draft nota dinas pengajuan Hasil verifikasi 15 menit |Draft nota dinas,
parpindahan dari jabatan lain kepada Kepala A pengajuan dan syarat kelengkapan
Bagian _ \T| _ berkas kelengkapan pengajuan
pengajuan perpindahan jabatan
perpindahan jabatan
i lain
H  [Menandatangani draft nota dinas pengajuan Draft nota dinas, 10 menit |Nota dinas, syarat
parpindahan darl jabatan lain syarat kelengkapan kelengkapan
pengajuan pengajuan
_ o 1 perpindahan jabatan perpindahan jabatan
fn E-:«!.s:_i: nota dinas pengajuan Nota dinas, syarat |5 menit |Nota dinas, syarat

petpindahan darl jabatan lain ke Bagian
Urnum untuk diteruskan kepada Pimpinan
dan NIPEOM

kelengkapan
pengajuan
perpindahan jabatan

kelengkapan
pengajuan
perpindahan jabatan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Kasubbag Keterangan
Bacian Pembinaan & JFU Kelengkapan Waktu Qutput
g Advokasi PBJ
7 [Menerima dan menscan SK Perpindahan dari Nota dinas, syarat 10 menit |SK Perpindahan dari
Jabatan Lain kemudian menyerahkan kepada kelengkapan Jabatan Lain dan
pegawai yang bersangkutan pengajuan hasil scan
perpindahan jabatan
8 [Merubah data pegawai sesuai SK SK Perpindahan dari |10 menit (Data pegawai
Perpindahan Jabatan Jabatan Lain dan terupdate
hasil scan
§ |Mengarsipkan SK Perpindahan Jabatan SK Perpindahan dari |5 menit [SK Perpindahan dari

Jabatan Lain dan

hasil scan

Jabatan Lain dan

hasil scan




tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah

Nomor SOP =1
- Tanggal Pembuatan |- 31 Oktober 2023
Tanggal Revisi =
Tanggal Pengesahan |- 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
SAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA I
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Nama SOP ;|Pelaksanaan Penyusunan dan
Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal/
Sektoral
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 1 Sarjana/ Sederajat

2
3

Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa
Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
pelaksanaan penyusunan dan pengelolaan katalog

2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan elektronik lokal/ sektoral
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 | 4 Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan 5 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia 6 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan 7 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia pendukung
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif
4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 Dokumen pendukung terkait
2 Sistem Aplikasi terkait
3 ATK
4 Komputer, Printer dan Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag Kote
Kepala Bagian| Pengelolaan PBJ JFU Kelengkapan Waktu Output
secara elektronik
1 |Menugaskan Kasubbag Pengelolaan PBJ Data pelaksanaan 15 menit Data pelaksanaan
Secara Elektronik untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa pengadaan barang/
penyusunan dan pengelolaan katalog yang terintegrasi kalatog jasa yang
alektronik lokal/ sektoral yang sesuai dengan elektronik terintegrasi kalatog
rencana pengadaan barang/ jasa elektronik
2 [Menindaklanjuti arahan Kepala Bagian Data pelaksanaan 2 jam Laporan analisis
dengan melakukan analisis awal untuk 1l pengadaan barang/ jasa awal untuk
menentukan langkah dalam rangka yang terintegrasi kalatog melaksanakan
penyusunan dan pengelolaan katalog ] elektronik proses penyusunan
olektronik lokal/ sektoral kemudian dan pengelolaan
menyerahkan kepada Kepala Bagian katalog elektronik
lokal/ sektoral
3 [Memeriksa hasil analisa dan langkah Laporan analisis awal 45 menit |Hasil periksa atas
penyusunan dan pengelolaan katalog 4 untuk melaksanakan laporan analisis awal
olektronik lokal/ sektoral. Apabila masih proses penyusunan dan untuk melaksanakan
belum sesual akan dikembalikan kepada pengelolaan katalog proses penyusunan
Kasubbag Pengelolaan PBJ secara elektronik lokal/ sektoral dan pengelolaan
[ loktronik katalog elektronik
lokal/ sektoral
4 |Apablla hasil analisa dan langkah Laporan analisis awal Hasil periksa atas
penyusunan dan pengelolaan katalog . untuk melaksanakan laporan analisis awal
alektronik lokal/ sektoral sudah sesuai maka proses penyusunan dan untuk melaksanakan
nkan disetujul pengelolaan katalog proses penyusunan
elektronik lokal/ sektoral dan pengelolaan
katalog elektronik
lokal/ sektoral
0 |Menugaskan JFU untuk memproses v Laporan final analisis awal |15 menit  |Laporan final analisis
panyusunan dan pengelolaan katalog untuk melaksanakan awal untuk
oloktronik lokal/ sektoral . proses penyusunan dan melaksanakan

pengelolaan katalog
elektronik lokal/ sektoral

proses penyusunan
dan pengelolaan
katalog elektronik
lokal/ sektoral




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag Ketora
Kepala Bagian| Pengelolaan PBJ JFU Kelengkapan Waktu Output
secara elektronik
7 |Melaksanakan proses penyusunan dan Laporan final analisis awal |2 - 3 jam  |Hasil penyusunan
pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral untuk melaksanakan katalog elektronik
nesual hasil analisa dan langkah yang telah proses penyusunan dan
disusun oleh Kasubbag Pengelolaan PBJ pengelolaan katalog
nocara Elektronik elektronik lokal/ sektoral
8 |Memeriksa hasil penyusunan dan Hasil penyusunan katalog | 45 menit [Hasil periksa atas
pengelolaan katalog elektronik lokal/ sektoral. elektronik katalog elektronik
Apablla masih belum sesuai akan yang telah disusun
dikembalikan kepada JFU untuk direvisi
) |Apabila hasil penyusunan dan pengelolaan Hasil penyusunan katalog Hasil periksa atas
katalog elektronik lokal/ sektoral sudah y elektronik katalog elektronik
sesual maka JFU diminta untuk yang telah disusun
mendokumentasikan hasil kegiatan
10 |Melaksanakan proses pendokumentasian Hasil periksa atas katalog |10 menir  |Hasil periksa atas

hasll keglatan penyusunan dan pengelolaan
kantalog elektronik lokal/ sektoral pengadaan
barang/ jasa

elektronik yang telah
disusun

katalog elektronik
yang telah disusun




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP - 12

Tanggal Pembuatan |- 31 Oktober 2023

T Revisi =

T P arl: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BA DAN JASA

Nama SOP ~Layanan Help Desk

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Layanan Help Desk

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia

1 Dokumen kelengkapan yang dibutuhkan
2 Aplikasi SPSE, SiKap

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat
dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan

¢



Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur 5 Keteranga
_ Helpdesk xumcc_wmm Pokja Kelengkapan Waktu Output i
Terkait
1 [Manetima tamu Buku tamu 10 menit  |Buku tamu
(pengunjung/rekanan/penyedia) dan U
mananyakan tujuannya
2 |Apablla pengunjung meminta informasi/ v Buku tamu 10 menit  |Informasi yang
berkonsultasi tentang hal yang spesifik atau / dibutuhkan
kompleks maka helpdesk akan mengarahkan
kepada Kasubbag terkait \
3 |Apablila pengunjung ingin berkonsultasi Buku tamu 5 menit Informasi yang
Informasi yang lebih teknis, maka Kasubbag 3 dibutuhkan
akan meminta pelaksana teknis (Pokja) untuk
membantu memberikan informasi yang
dibutuhkan
4  |Memberikan informasi sesuai kebutuhan Informasi yang 10 menit  |Informasi yang
mrl/- dibutuhkan dibutuhkan




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP =93

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahar]: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP : Verifikasi dan Hedistrasi Penyedia

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah ‘

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia

Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Verifikasi dan Registrasi Penyedia

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

w =~ 3 b

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 Dokumen kelengkapan registrasi dan verifikasi penyedia|
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur ; Keterangan
Helpdesk Verifikator Kelengkapan Waktu Output
1 Menerima penyedia yang akan membuat Buku tamu 5 menit Info pendaftaran
akun melalui LPSE dan mengarahkan ( } penyedia secara
kepada verifikator S online
2 |Menerima penyedia yang telah melakukan J Info pendaftaran 5 menit Info pendaftaran
pendaftaran secara online penyedia secara penyedia secara
online online
3 |Mengecek pendaftaran hasil registrasi online Info pendaftaran 5 menit Hasil registrasi
di SPSE penyedia secara online
online
4 |Meminta dokumen asli yang akan diverikasi Hasil registrasi online {20 menit Hasil verifikasi
dan mencocokkan dokumen dengan data dokumen asli
yang telah diunggah ke SPSE. Apabila \ dengan data di
dokumen asli tidak sesuai dengan data yang / SPSE
diunggah, maka proses verifikasi tidak dapat
dilanjutkan dan dokumen dikembalikan
kepada penyedia
5 |Apablila dokumen asli sudah sesuai dengan Hasil verifikasi Hasil verifikasi
_ data yang diunggah melalui SPSE, maka v dokumen asli dengan dokumen asli
proses verifikasi telah berhasil data di SPSE dengan data di
SPSE
6 |Menyampalkan kepada penyedia bahwa akun Hasil verifikasi 5 menit notifikasi email,
[telah aktif , siap digunakan dan notifikasi ] dokumen asli dengan akun aktif
telah dikirmkan ke email yang telah mU data di SPSE
didaftarkan : ¢




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 114

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP ; Penangan;nilnsiden pada SPSE

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Penanganan Insiden pada SPSE

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

4
5
6
7

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Registrasi dan Verifikasi Penyedia

1 Pertanyaan/ aduan tentang permasalahan SPSE
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




SPSE yang diterima

konsultasi dengan

pertanyaan/ aduan

Pelaksana Mutu Baku
o Uraian Prosedur Kasubbag _ Keterangan
Pengelolaan PBJ Admin PPE Helpdesk Kelengkapan Waktu Output
A secara Elektronik
1 [Menerima pertanyaan/ aduan dari pengguna SPSE 5 menit |Pertanyaan/ aduan
tentang insiden penggunaan layanan SPSE tentang insiden
pada SPSE
2 [Mengidentifikasi insiden yang diterima. Pertanyaan/ aduan |15 menit |Jawaban atas
Apabila insiden bisa dijawab langsung oleh tentang insiden pada pertanyaan/ aduan
helpdesk maka akan langsung ditangani oleh SPSE tentang insiden
helpdesk pada SPSE
3 |Apabila insiden bersifat kompleks dan tidak i Pertanyaan/ aduan Pertanyaan/ aduan
bisa dijawab oleh helpdesk maka akan tentang insiden pada tentang insiden
disampaikan kepada Kasubbag Pengelolaan SPSE pada SPSE
Pengadaan Barang/ Jasa secara Elektronik
4 |Menugaskan Admin PPE untuk Q Pertanyaan/ aduan |5 menit [Pertanyaan/ aduan
menindaklanjuti insiden penggunaan layanan \lv_Hjl_ tentang insiden pada tentang insiden
SPSE SPSE pada SPSE
5 |Menjawab dan/ atau menangani insiden pada Pertanyaan/ aduan |15 menit |Hasil koordinasi
SPSE. Apabila insiden belum dapat diatasi tentang insiden pada dan konsultasi
maka Admin PPE akan memfasilitasi untuk SPSE dengan SPSE
berkoordinasi dan berkonsultasi dengan
KPP
fi [Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Pertanyaan/ aduan Hasil koordinasi
LKPP/ tentang insiden pada dan konsultasi
SPSE dengan SPSE
7 '|Memberikan jawaban atas insiden layanan Hasil koordinasi dan |10 menit |[Jawaban atas

SPSE

tentang insiden

pada SPSE




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 15
Tanggal Pembuatan|: 31 Oktober 2023
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahal: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
1
Nama SOP : Pemeliharaan Sofiware dan
Hardware

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Mampu melakukan perbaikan ringan pada Software
dan Hardware

Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Pemeliharaan Software dan Hardware

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

w

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan

2 Dokumen kelengkapan pelaksanaan pemeliharaan
3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat
dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




hardware

kartu pemeliharaan

Apabila pemeliharaan software, maka yang
perlu dicek adalah: sistem server, sistem

antl virus, back up data, troubleshooting

operasl, update/install windows, update/install

kartu perawatan (software
dan hardware), checklist
pemeliharaan software,
checklist pemeliharaan
hardware

Apabila pemeliharaan hardware, maka yang
periu dicek adalah kondisi fisik
pengoperasian alat, seperti cek mouse,
{keyboard, monitor, kabel-kabel, CD room,
camara, sound system dil

kartu perawatan (software
dan hardware), checklist
pemeliharaan software,
checklist pemeliharaan
hardware

Apabila terjadi error pada software, maka
dilakukan porbalkan bug/error

kartu perawatan (software
dan hardware), checklist
pemeliharaan software,
checklist pemeliharaan
hardware

Apabila terdapat hardware yang tidak
berfungsl (rusak ringan), maka akan
dilakukan parbalkan dengan mengis form
porbalkan

kartu perawatan (software
dan hardware), checklist
pemeliharaan software,
checklist pemeliharaan

1|hardware

dan ahrdware)

Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur puiting Keterang
A Pengelolaan PBJ JFTIJFU Kelengkapan Waktu Output
secara Elektronik
Mengintruksikan JET/JFU untuk Jadwal pemeliharaan, 5 menit Jadwal pemeliharaan,
melaksanakan pemeliharaan software dan ( ) kartu pemeliharaan kartu pemeliharaan
hardware sesual jadwal yang ditetapkan
Maelaksanakan pemeliharaan sofware dan Jadwal pemeliharaan, 2 jam kartu perawatan (software

kartu perawatan (software
dan hardware), checklist
pemeliharaan software,
checklist pemeliharaan
hardware

kartu perawatan hardware

kartu perawatan software

kartu perawatan hardware




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Subbag
Pengelolaan PBJ JFT/IJFU Kelengkapan Waktu Output
; secara Elektronik
7 |Apabila terdapat kerusakan parah (besar), kartu perawatan (software |15 menit ~ |Rencana pengajuan
maka akan dilakukan pengajuan penggantian 1 dan hardware), pengajuan pengadaan
alat/pengadaan pengadaan
i  [Mencatat dan melaporkan hasil pemeliharaan kartu perawatan (software [10 menit  |kartu perawatan (software

dan hardware), pengajuan

|pengadaan

dan hardware), pengajuan
pengadaan




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 216

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi o=

Tanggal Pengesahan|: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN NG DAN JASA

Nama SOP - Pengelolaaf Ruang Server

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukiti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memahami kriteria teknis ruang server yang aman
3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
pengelolaan ruang server

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

Mampu bekerja dengan teliti

(o I IE =

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 Peralatan dan Perlengkapan Ruang Server
2 Kartu Log Ruang Server

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Uraian Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubbag
Pengelolaan PBJ
secara Elektronik

Operator
Server (JFU)

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menugaskan JFU untuk mengelola ruang
server

)

Program kerja

10 menit

Program kerja

Melakukan pengelolaan rutin ruang server:

a. Memakai kelengkapan khusus ketika

memasuki ruang server (dilarang membawa

makanan, minuman dan merokok diruang

server)

b. Memastikan kebersihan ruang server

¢. Memastikan suhu ruang server (minimal

suhu ruang 20°C)

d. Memastikan tidak ada kebocoran diruang

server

o. Memastikan kabel dan perangkat server

tertata rapi dan dalam kondisi baik

f. Melakukan backup rutin

g. Memastikan kondisi seluruh perangkat baik

dan tidak memicu konsleting listrik

h. Memastikan tidak ada yang mengakses

ruang server selain operator dan atau

personil yang diijinkan oleh Kasubbag

Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
lektronik

Program kerja,
Peralatan dan
perlengkapan akses
ruang server

1 hari

Kartu Log ruang
server

Malaporkan hasil pengelolaan ruang server
kepada Kasubbag Pengelolaan Pengadaan
Barang dan Jasa Secara Elektronik

Kartu Log ruang
server

15 menit

Laporan
pengelolaan ruang
server




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP =17

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi D -

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

Nama SOP :|Fasilitasi Implementasi Standarisasi
LPSE

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah

2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9
Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik

4 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

6 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme fasilitasi implementasi standarisasi LPSE
Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa
Memahami seluruh komponen standarisasi LPSE
Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

O~ AW

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 Dokumen, peralatan dan perlengkapan terkait
2 Aplikasi SPSE '

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
sub
Uraian Prosedur Kepala Kasubbag 1_“”00_.”“: Keterangan
I Pembinaan & JFU/ JFT Kelengkapan Waktu Output
Bagian | Advokasipey | PBJsecara
. Elekiranik
Menugaskan Kasubbag Pembinaan dan Program kerja 10 menit |Arahan Kepala
Advokasi PBJ untuk melaksanakan fasilitasi Bagian
Implementasi LPSE
Malakukan koordinasi dengan Kasubbag Arahan Kepala 1 jam Notulen hasil
Pengelolaan PBJ secara Elektronik terkait | 7 Bagian koordinasi
dengan fasilitasi implementasi standarisasi =] i
LPSE
Manylapkan kebutuhan fasilitasi Notulen hasil 2 hari |Dokumen, peralatan
implementasi standarisasi LPSE sesuai 4 koordinasi dan perlengkapan
dengan permintaan Kasubbag Pengelolaan > pelaksanaan fasilitasi
PBJ secara Elektronik implementasi
standarisasi LPSE
Maolaksanakan fasilitasi implementasi Dokumen, peralatan |Sesuai |Laporan hasil
standarisasi LPSE sesuai dengan permintaan v dan perlengkapan  |Jadwal [|fasilitasi
Kasubbag Pengelolaan PBJ secara pelaksanaan fasilitasi implementasi
Floktronik implementasi standarisasi LPSE
standarisasi LPSE

Muelaporkan pelaksanaan fasilitasi Laporan hasil 10 menit [Laporan hasil
Implementas| standarisasi LPSE kepada fasilitasi fasilitasi
Kapaln Bagian G implementasi implementasi

{ standarisasi LPSE standarisasi LPSE




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP :18

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN BA DAN JASA

EKO SETYO

Nama SOP :|Pemilihan PenyédialPascakualiﬁkasi

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
barang/ jasa

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

4

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan
2 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
3 SOP Pengelolaan Sanggahan

1 Dokumen pemilihan penyedia
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas
kearsipan masing-masing perangkat daerah dan Sekretariat
UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku R LN
No Uraian Prosedur Pokja T [lel= el Kot s
pemilihan PPK Kelengkapan Waktu Output I |5 _,_
1 |[Mengumumkan paket tender/ seleksi melalui KAK/ Spesifikasi teknis,[15 menit [Pengumuman paket
SPSE Pagu dan HPS, Syarat tender/ seleksi
peserta, jadwal tender/
seleksi, SPSE
2 |Melakukan pemberian penjelasan. Apabila endum KAK/ Spesifikasi teknis,|1 jam BA Pemberian
diperlukan perubahan isi dokumen pemilihan Pagu dan HPS, Syarat penjelasan, usulan
makan Pokja Pemilihan akan melakukan peserta, jadwal tender/ perubahan dokumen
adendum seleksi
3 |Apabila diperlukan perubahan terkait HPS, Adendum KAK/ Spesifikasi teknis, BA Pemberian
spesifikasi teknis/ KAK, dan rancangan Pagu dan HPS, Syarat penjelasan, usulan
kontrak maka akan dikoordinasikan terlebih peserta, jadwal tender/ perubahan dokumen
dahulu dengan PPK e seleksi
4 |Apabila tidak ada perubahan yang diperlukan | Tidak agendum KAK/ Spesifikasi teknis, BA Pemberian
maka peserta tender/ seleksi bisa Pagu dan HPS, Syarat penjelasan
mengunggah dokumen penawaran peserta, jadwal tender/
seleksi
5 |Melakukan koordinasi dengan PPK terkait BA Pemberian 30 menit |Dokumen pemilihan
usulan perubahan HPS, spesifikasi teknis/ m penjelasan, usulan awal
KAK, dan rancangan kontrak. Apabila PPK perubahan dokumen
tidak sepakat maka dokumen pemilihan
sebelumnya tetap berlaku
Tidak seppkat|
Apabila PPK sepakat dengan usulan Sepakat BA Pemberian BA Pemberian
perubahan maka akan dilakukan adendum penjelasan, usulan penjelasan, usulan
dokumen pemilihan _ll perubahan dokumen perubahan dokumen
6 |Melakukan adendum dokumen pemilihan _H<|r BA Pemberian 1jam Adendum dokumen
== penjelasan, usulan pemilihan
perubahan dokumen
7 [Mengunduh dokumen penawaran. Apabila :/ Dokumen pemilihan/ |20 menit |Dokumen penawaran

jumiah peserta masih belum terpenuhi maka
dilakukan perpanjangan waktu

Tamz.mmmms

adendum, SPSE




_ Pelaksana Mutu Baku
_i_u Uraian Prosedur Pokja S T R _ Keterangan
s Pemilihan PPK Kelengkapan Waktu Output
8 |Apabila setelah perpanjangan waktu jumiah Dokumen pemilihan/ Dokumen penawaran
peserta masih belum terpenuhi maka tender/ adendum, SPSE
seleksi dinyatakan gagal
Gagal
0 |Apabila jumlah peserta terpenuhi maka Dokumen pemilihan/ Dokumen penawaran
dilanjutkan dengan pembukaan dokumen adendum, SPSE
penawaran
10 [Melakukan pembukaan dan evaluasi Dokumen penawaran |20 menit [BA evaluasi,
dokumen penawaran dokumen evaluasi
11 |Membuat dan mengirimkan undangan BA evaluasi, dokumen |10 menit (Undangan
pembuktian kualifikasi kepada peserta evaluasi pembuktian
vualifikas]
12 [Melaksanakan pembuktian kualifikasi. Gagal Undangan pembuktian |30 menit [Dokumen
Apabila tidak ada yang memenuhi kualifikasi kualifikasi pembuktian
maka tender/ seleksi dinyatakan gagal kualifikasi,
dokumentasi
13 |Apabila peserta memenuhi kualifikasi dan Memenyhi Undangan pembuktian Dokumen
bisa dibuktikan maka akan dilanjutkan kualifikasi pembuktian
dengan penetapan pemenang kualifikasi,
dokumentasi
14 |Menetapkan pemenang tender/ seleksi Dokumen penawaran, |30 menit |BA Hasil Pemilihan
dokumen evaluasi,
dokumen pembuktian
kualifikasi
,ﬁ W




Pelaksana ‘Mutu Baku
No | Uraian Prosedur Pokja Keterangan
[ | ' pemilihan PPK Kelengkapan Waktu Output
15 [Mengumumkan pemenang tender/ seleksi. BA Hasil Pemilihan 15 menit |Pengumuman
Apabila ada sanggahan maka akan mH_ pemenang,
ditindaklanjuti sanggahan
Ad
16 |Apabila tidak ada sanggahan maka pokja Tidak BA Hasil Pemilihan Pengumuman
pemilihan akan menyusun laporan hasil pemenang
pemilihan
17 |Menindaklanjuti sanggahan BA Hasil Pemilihan, 5 hari Hasil tindak lanjut
sanggahan sanggahan
18 |Menyusun dan menyerahkan laporan hasil Dokumen pemilihan 30 menit |Laporan hasil
pemilihan kepada PPK pemilihan penyedia
19 [Menerima laporan hasil pemilihan Laporan hasil pemilihan|10 menit [Laporan hasil
Gn penyedia pemilihan penyedia




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEXKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP : 19

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan|: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
Nama SOP :|Proses Pengadaall Tender

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang dan
Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja
Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Proses Pengadaan Tender

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

~N oo b

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan

2 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

3 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5 SOP Pengelolaan Sanggahan

6 SOP Pengelolaan Kontrak

1 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




_ Pelaksana Mutu Baku
ci_n: i .._,_n_om__wuw_u P o_w:J__M__”w: PPK - Kelengkapan Waktu Output i
Menetapkan dan membuat paket tender di RUP, SK PPK, nama |1 hari Paket Tender di
SPSE paket, lokasi SPSE
( TJ pekerjaan, kode
anggaran, nilai pagu,
HPS, KAK/
Spesifikasi Teknis
dan jangka waktu
pekerjaan
Menyampaikan permintaan pemilihan ! Paket Tender di 15 menit [Surat Permintaan
penyedia ke UKPBJ SPSE, RUP, SK Pemilihan Penyedia
PPK, Dokumen
Pemilihan
Menerima permintaan pemilihan penyedia Surat Permintaan 1 jam SK Pokja Pemilihan,
dan menunjuk Pokja Pemilihan Pemilihan Penyedia, Paket Tender di
Paket Tender di SPSE, Dokumen
SPSE, RUP, SK Pemilihan
PPK, dokumen
pemilihan
Melakukan reviu dokumen pemilihan. Apabila il Tidak SK Pokja Pemilihan, |1 jam Hasil reviu dokumen
ada yang tidak sesuai maka akan / Paket Tender di pemilihan, Dokumen
dikoordinasikan dengan PPK untuk direvisi SPSE, Dokumen Pemilihan setelah
Pemilihan revisi
Sesuai




i
Apabila hasil reviu dokumen

sesual maka akan dilanjutkan dengan
penyusunan jadwal pengadaan tender

b . e .|u n

._.53____.,.....“._:. .mﬂam:

"[SK Pokja Pemilihan, |

Paket Tender di
SPSE, RUP, SK
PPK, nama paket,
lokasi pekerjaan,
kode anggaran, nilai
pagu, HPS, KAK/
Spesifikasi Teknis
dan jangka waktu

i _

Hasil 3<_m no_rc_:oz
pemilihan

pekerjaan
6 |Membuat jadwal pengadaan tender Hasil reviu dokumen Jadwal Pengadaan
pemilihan Tender
7 |Mengumumkan paket tender di SPSE Jadwal Pengadaan Paket tender yang
Tender telah diumumkan di
SPSE
8 |Melakukan pemberian penjelasan kepada Daftar pendek, Paket BA Pemberian
calon peserta tender yang telah Penjelasan,
diumumkan di SPSE, Dokumentasi
daftar calon peserta
tender
9 |Mengunduh dokumen penawaran peserta Dokumen Penawaran Dokumen penawaran
(penawaran
administrasi dan
teknis, serta
dokumen kualifikasi),
SPSE
10 |Maelaksanakan pembukaan dokumen Dokumen BA Pembukaan
penawaran penawaran, SPSE penawaran




) IS vl * Pemilihan i b el | P
11 |Melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, Dokumen 1jam  |BA Evaluasi
teknis dan harga serta mengundang peserta penawaran, SPSE Penawaran
untuk pembuktian kualifikasi
12 |Mengundang dan melaksanakan pembuktian BA Evaluasi 1 jam BA Pembuktian
kualifikasi Penawaran, Kualifikasi ,
v Dokumen penawaran dokumentasi
dan kelengkapannya
(Asli dan file yang
diunggah ke SPSE),
Undangan
13 [Menetapkan pemenang tender BA Pembuktian 10 menit |Penetapan
Kualifikasi , pemenang tender
dokumentasi
14 [Mengumumkan pemenang tender. Apabila v Penetapan 15 menit |Pengumuman
ada sanggah dari peserta atas pengumuman pemenang tender, pemenang,
pemenang maka Pokja Pemilihan akan SPSE sanggahan
menindaklanjuti sanggahan yang masuk
15 |Apabila setelah pemenang diumumkan tidak Penetapan Pengumuman
ada sanggahan maka hasil pengadaan pemenang tender, pemenang
tender akan diserahkan kepada PPK SPSE
16 |Menindaklanjuti sanggahan Sanggahan 1 hari |Jawaban sanggahan,
h dan BA sanggah
17 |Melaporkan hasil pemilhan penyedia kepada ¥ Dokumen pemilihan |20 menit |Laporan hasil

PPK

h 4

pemilihan




|
il

—— | ety T
Membuat dan menetapkan Surat Penunjukan

L Laporan hasil 20 menit [SPPB
Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) pemilihan
19 |Menyiapkan dokumen kontrak SPPBJ, dokumen (15 menit [Dokumen kontrak
pemilihan
20 |Melaksanakan penandatanganan kontrak SPPBJ, dokumen |30 menit |Dokumen Kontrak
bersama dengan PA/ KPA dan Penyedia pemilihan, dokumen
kontrak
21 |Mengarsipkan dokumen pengadaan Dokumen pemilihan, |10 menit |Dokumen
Dokumen kontrak, Pengadaan

dan dokumen

pengadaan lainnya




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEXKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP :20

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan|: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP :|PengadaanNon Tender

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Sarjana/ Sederajat

Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
pengadaan barang/ jasa non tender

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
barang/ jasa

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

1
2
3

4
5

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan

2 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

3 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5 SOP Pengelolaan Sanggahan

6 SOP Pengelolaan Kontrak

1 Dokumen pengadaan barang/ jasa

2 Renja, RKA, RUP dan SK Penunjukan Pokja
3 Aplikasi SPSE

4 ATK

5 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
_harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur Koterangan
PPK Pokja Kepala UKPBJ Kelengkapan Waktu Output v
1 |Membuat paket non tender SK PPK, RUP, HPS, |1 jam  [Paket non tender
( J& RKA, KAK, Spek tek
2 |Memilih jenis kontrak, dan menyampaikan v Paket non tender 5 menit |Paket non tender [Jenis kontrak: konstruksl,
permintaan pemilihan penyedia serta non konstruksl dan ajsa
maenyimpan paket lainnya
3 |Menunjuk Pokja pemilihan 3 Paket non tender 2jam [SK Pokja
1
4 |Melakukan login melalui aplikasi SPSE \ SK Pokja 2 jam |Paket non tender
dengan memilih daftar paket dan memilih _HH_
buat non tender
6 [Memilih jenis pengadaan dan kualifikasi Paket non tender Paket non tender |Jenis pengadaan dapat
usaha . berupa penunjukan
langsung dan pengadaan
langsung
6 |Membuat jadwal Paket non tender Jadwal pengadaan
_
7 |Melengkapi dokumen pemilihan y Jadwal pengadaan Dokumen
pemilihan
|
i |Uplaod dokumen pemilihan Dokumen pemilihan Dokumen
) pemilihan
| revisi
§ [Malakukan survei harga pembanding. Apabila Dokumen pemilihan | 1jam |hasil survei harga
ada harga yang perlu direvisi, maka akan
dikoordinasikan kembali kepada PPK
tidak reyisi J
10 |Apabila tidak ada perubahan harga maka hasil survei harga Dokumen
akan memilih pelaku usaha pemilihan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur ) Keterangan
PPK Pokja Kepala UKPBJ Kelengkapan Waktu Output
11 [Memilih pelaku usaha dari SIKAP Dokumen pemilihan |15 menit |Peserta yang
_/L dipilih (pelaku
usaha)
12 |Mengumumkan paket non tender E Peserta yang dipilih |5 menit [Pengumuman
(pelaku usaha) paekt non tender
13 |Melakukan pembukaan dokumen penawaran ¥ Dokumen penawaran|1 jam Dokumen
peserta penawaran
14 |Melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, v Dokumen penawaran|1 jam BA Evaluasi
teknis dan harga dan membuat berita acara
evaluasi penawaran
15 |Melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi BA Evaluasi 1 jam BA klarifikasi
harga teknis dan
negosiasi harga
16 |Menetapkan pemenang | BA klarifikasi teknis |30 menit |Daftar nama
dan negosiasi harga pemenang
17 [Mengumumkan pemenang F Daftar nama 5 menit |Laporan hasil
pemenang pemilihan penyedia
18 |Membuat Surat penunjukan Penyedia 4 Laporan hasil 30 menit |SPPBJ dan
Barang/jasa (SPPBJ) dan menyiapkan pemilihan penyedia dokumen kontrak
' |dokumen kontrak
19 |Melaksanakan penandatanganan kontrak Dokumen kontrak 15 menit [Dokumen kontrak
yang
ditandatangani
20 [Mengarsip dokumen pengadaan Dokumen kontrak Dokumen kontrak

yang ditandatangani

yang
ditandatangani




Nomor SOP =21
Tanggal Pembuatan |- 31 Okiober 2023
Tanggal Revisi =
Tanggal Pengesahan|: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA . .
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Nama SOP - Tindaklanjuf Ténder Gagal
Dhsar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 1 Sarjanal/ Sederajat

tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang dan
Jasa Pemerintah

2
3

Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa
Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Tindaklanjut Tender Gagal

2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 4 Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 | 5 Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia 6 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan| 7 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga 8 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pendukung
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja
Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif
4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 SOP Proses Utama Pengadaan Barang/ Jasa | 1 Dokumen pengadaan barang/ jasa
2 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi 2 Dokumen kelengkapan tindak lanjut tender gagal lainnya
3 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi 3 Renja, RKA, RUP dan SK Penunjukan Pokja
4 SOP Proses Pengadaan Tender 4 Aplikasi SPSE
5 SOP Proses Pengadaan Non Tender 5 ATK
6 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan

didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur Keterangan
Pokja Pemilihan PA/KPA Kelengkapan Waktu Output
1 |Melakukan evaluasi penawaran ulang atau Dokumen pemilihan |1 jam BA Evaluasi Beberapa sebab tender gagal: terdapat
tender ulang kesalahan dalam proses evaluasi, tidak ada
peserta yang menyampaikan dokumen
penawaran, penawaran diatas pagi, peserta
2 |Melakukan reviu penyebab Tender gagal BA Evaluasi 30 menit  |BA Evaluasi tidak lolos evaluasi, kesalahan dalam
sebelum dilakukan Tender ulang dokumen pemilihan, peserta dan/atau pokja
terlibat korupsi dan persaingan tidak sehat
3 [Melakukan evaluasi ulang apabila terdapat BA Evaluasi 30 menit  |BA Evaluasi
kesalahan
4 |Melakukan Tender ulang dalam hal Tender BA Evaluasi Sesuai Dokumen
gagal jadwal pemilihan
6 [Dalam hal Tender ulang yang disebabkan Dokumen pemilihan |1 hari SK Pokja baru
oleh korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme yang
malibatkan Pokja Pemilihan/PPK, Tender
ulang dilakukan oleh Pokja Pemilihan/PPK
yang baru
6 |Dalam hal Tender gagal karena tidak ada Dokumen pemilihan [Sesuai Dokumen
peserta yang menyampaikan dokumen jadwal pemilihan dengan
penawaran setelah ada pemberian waktu kualifikasi yang
|perpanjangan, Tender ulang dapat diikuti ditentukan
oleh Penyedia yang memiliki kualifikasi usaha .
salingkat dintasnya
7 |Malakukan perpanjangan waktu tender Dokumen pemilihan |Sesuai Jadwal Kriteria penunjukan langsung jika tender
ulang. Apablla selama perpanjangan waktu dengan kualifikasi  |jadwal perpanjangan gagal, karena 1) kebutuhan tidak dapat
tidak ada penawaran masuk, maka akan yang ditentukan waktu ditunda; dan 2) tidak cukup waktu untuk
mengajukan pengadaan dengan metode A melaksanakan Tender
penunjukan langsung . /L
8 |Menerima pengajuan darl Pokja untuk Jadwal perpanjangan|15 menit  |BA perubahan
melakukan pengadaan dengan metode waktu metode
penunjukan langsung karena perpanjangan pengadaan
proses lelang dan masih terjadi gagal lelang




I Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur Keterangan
Pokja Pemilihan PA/KPA Kelengkapan Waktu Output
O |Melakukan proses pengadaan dengan ] BA perubahan Sesuai Dokumen
penunjukan langsung metode pengadaan |jadwal pemilihan
10 |Mengarsip dokumen pengadaan AU Dokumen pemilihan |5 menit Dokumen
pemilihan




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP > 22

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN

Nama SOP : Pengelolaan Sanggahan

Kualifikasi Pelaksana;

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
pengelolaan sanggahan

2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan [4 Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 |5 Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia 6 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan |7 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga permasalahan pengadaan barang/ jasa
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah {8 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti pendukung
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif
4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Keterkaitan: : Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan
2 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
3 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

1 Dokumen kelengkapan terkait
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

|Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Hmﬂmw_m 10_“__“__”% Kelongkapan Waktu Output _A_Eo_..m_uanm:

Menerima sanggah dari peserta pengadaan SPSE, Sanggahan |10 menit [SPSE, Sanggahan |Sanggah dapat

barang/ jasa melalui SPSE C e disampaikan 5 hari
kerja setelah
penngumuman
pemenang

Mengidentifikasi dan menyiapkan jawaban = _ SPSE, Sanggahan |1 hari  |Hasil identifikasi dan

sanggah. draft jawaban

sanggah

Memberikan jawaban sanggah melalui SPSE. Hasil identifikasi 15 menit [Jawaban sanggah |Jawaban atas sanggah

Apabila sanggah diterima maka pokja dan draft jawaban yang diterima

pemilihan akan melakukan evaluasi/ tender sanggah maksimal diberikan 3

ulang hari kerja setelah akhir
masa sanggah

Apabila sanggah ditolak maka penetapan Jawaban sanggah Jawaban sanggah

pemenang yang telah diumumkan tetap

berlaku

Melaporkan hasil sanggah kepada Kepala Jawaban sanggah |20 menit |Jawaban sanggah

UKPBJ




Nomor SOP :23
Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAA RANG DAN JASA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA . ,
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Nama SOP :{Sanggah Banding
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukiti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Menmiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Sanggah Banding

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
permasalahan pengadaan barang/ jasa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

4
<]

6

Rotorkaian

|Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Pengelolaan Sanggahan

1 Dokumen kelengkapan terkait
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




tentang Jaminan
Sanggah Banding

Pelaksana Mutu Baku .
‘Uraian Prosedur L woa | Kepala Pokja 18 al il Keterangan
JE KPA UKPBJ Pemilihan _Aw_a_:urn_un: Waktu acﬁﬁ
Menerima sanggah banding dari peserta Surat Sanggah 10 menit |Surat Sanggah Sanggah banding dapat disampaikan
pengadaan barang/ jasa melalui SPSE dan Banding kepada Banding kepada PA/|oleh Peserta kepada PA/ KPA maksimal
melakukan klarifikasi kepada Pokja Pemilihan PA/ KPA dengan KPA dengan 5 hari kalender setelah jawaban sanggah
terkait jaminan sanggah banding tembusan ke APIP tembusan ke APIP, |diunggah ke SPSE, Apabila sanggah
Surat Klarifikasi banding disampaikan melewati waktu

penyampaian sanggah banding maka
akan diproses sebagai pengaduan

Menerima jaminan dan memberikan jawaban
klarifikasi atas jaminan kepada PA/ KPA
bahwa jaminan telah diterima

Surat Sanggah
Banding kepada
PA/ KPA dengan
tembusan ke APIP,
Jaminan Sanggah
Banding, Surat
Klarifikasi tentang
Jaminan Sanggah
Banding

1 hari

Surat Jawaban
Klarifikasi tentang
Jaminan Sanggah
Banding

Besaran jaminan sanggah banding
adalah 1% dari nilai pagu anggaran
pekerjaan terintegrasi rancang dan
bangun, dengan masa berlaku maksimal
30 hari kalender sejak tanggal pengajuar
sanggah banding

Memberikan jawaban sanggah banding.
Apublla sanggah banding diterima maka PA/
KPA akan mengirimkan surat kepada Kepala
UIKPRJ untuk dilakukan evaluasi ulang dan/
atau Tender/ Seleksi ulang

Surat Jawaban
Klarifikasi tentang
Jaminan Sanggah
Banding, Surat
Sanggah Banding
dari peserta

Maksimal
14 Hari
Kalender

Surat jawaban
sanggah banding
diterima dengan
tembusan kepada
Kepala UKPBJ,
Surat permintaan
evaluasi ulang dan/
atau Tender/
Seleksi ulang

PA/ KPA akan menindaklanjuti sanggah
banding setelah Pokja Pemilihan
memberikan klarifikasi bahwa jaminan
telah diterima; Apabila PA/ KPA tidak
memberikan jawaban sanggah banding
sampai batas waktu maksimal maka
sanggah banding dianggap diterima




Pelaksana _ Mutu Baku
No Uraian Prosedur ‘wpa | Kepala Pokja e | e Keterangan
PA/ KPA UKPBJ Pemilihan Kelengkapan Waktu Output
4 |Menerima surat dari PA/ KPA dan Surat jawaban
menugaskan Pokja Pemilihan untuk G‘ sanggah banding
melakukan evaluasi ulang dan/ atau Tender/ diterima dengan
Seleksi ulang tembusan kepada
Kepala UKPBJ,
Surat permintaan
evaluasi ulang dan/
atau Tender/
Seleksi ulang
5 [Melaksanakan evaluasi ulang dan/ atau HAPlJ
Tender/ Seleksi ulang
6 |Apabila sanggah banding ditolak maka Pokja
Pemilihan akan melanjutkan proses
pemilihan dan menyerahkan hasil pemilihan
kepada PPK
7 |Mencairkan jaminan sanggah banding dan

menyetorkan ke Kas Daerah

b




Nomor SOP 124
Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan|: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Nama SOP - Pengelolaan Kontrak

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sar]anaf Sederajat

Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa
Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Pengelolaan Kontrak

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan

2 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

3 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
4 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

5 SOP Pengelolaan Sanggahan

1 Dokumen pemilihan

2 Dokumen kontral

3 Aplikasi SPSE

4 ATK

5 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:;

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat
dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




S Pelaksana Mutu Baku
No | Uraian Prosedur Pokja _ Ll T _ DR Keterangan
| Pemilihan PPK PA/ KPA _Ac__u:n_wn.._...n: Waktu Output
1 |Menyerahkan laporan hasil pemilihan < Laporan hasil 10 menit |Laporan hasil
penyedia kepada PPK pemilihan penyedia pemilihan penyedia
2 |Menerima laporan hasil pemilihan penyedia \ Laporan hasil 10 menit [Laporan hasil
_ _ pemilihan penyedia pemilihan penyedia
3 |Melakukan reviu laporan hasil pemilihan Laporan hasil 20 menit |Hasil reviu laporan
penyedia. Apabila PPK tidak menyetujui hasil pemilihan penyedia hasil pemilihan
pemilihan maka PPK akan mengirimkan penyedia
penolakan dan melakukan pembahasan
bersama dengan Pokja Pemilihan
4 |Melaksanakan pembahasan hasil pemilihan Laporan hasil 20 menit |Hasil reviu laporan
bersama dengan Pokja Pemilihan. Apabila pemilihan penyedia hasil pemilihan
masih belum sepakat maka keputusan akan penyedia
diserahkan kepada PA/ KPA
5 |Apabila PA/ KPA menyetujui penolakan Y Laporan hasil 20 menit [Hasil reviu laporan
terhadap hasil pemilihan maka akan meminta pemilihan penyedia hasil pemilihan
Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi penyedia
ulang atau tender ulang
| 0 |Apablla PPK dan/ atau PA/KPA menerima Laporan hasil 20 menit [Hasil reviu laporan  |Evaluasi ulang atau
hasil pemilihan maka akan dilanjutkan \V_H:H_ pemilihan penyedia hasil pemilihan tender ulang dilakuka
dengan penetapan surat penunjukan penyedia maksimal 6 hari kerja
penyedia barang/ jasa (SPPBJ) setelah laporan hasil
! pemilihan diterima
7 [Menetapkan surat penunjukan penyedia Hasil reviu laporan |15 menit [SPPBJ
barang/ jasa (SPPBJ) D'\vﬂ_ hasil pemilihan
| penyedia




| )
Melakukan penandatanganan kontrak
bersama dengan penyedia

SPPBJ, Dokumen
kontrak (SPK dan
SPMK)

20 menit

o
e
SPPBJ, Dokumen
kontrak (SPK dan
SPMK) yang sudah
ditandatangani PA/
KPA dan Penyedia

Menyerahkan dokumen kontrak kepada
penyedia dan mengarsipkan

Dokumen kontrak
(SPK dan SPMK)
yang sudah
ditandatangani PA/
KPA dan Penyedia

10 menit

Dokumen kontrak
(SPK dan SPMK)
yang sudah
ditandatangani PA/
KPA dan Penyedia




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 225

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN B. NG DAN JASA

;|Pelayanan Penanganan Penyelesaian
Sengketa Kontrak

Nama SOP

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018
tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

6 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
pelayanan penanganan sengketa kontrak

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
permasalahan pengadaan barang/ jasa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

4
5

6
7

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 Dokumen kelengkapan terkait

2 Peraturan perundang-undangan
3 Sistem Aplikasi

4 ATK

5 Komputer, Printer dan Internet

o

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang teiah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
_ . . _ | Kasubabag
b iralan Frosedus nmwwu Pembinaan & | JF PPBJ| Kelengkapan | Waktu Output Ketsrafmest
: Advokasi PBJ
1 |Menerima permohonan penanganan Permohonan 10 menit |Hasil disposisi atas
penyelesaian sengketa kontrak dan penanganan permohonanan
mendisposisikan ke JF PPBJ untuk penyelesaian penanganan
ditindaklanjuti sengketa kontrak penyelesaian
_ sengketa kontrak
2 |Menerima disposisi dan menganalisa m Hasil disposisi atas |2 jam Hasil analisa
substansi sengketa kontrak yang diterima permohonanan sengketa kontrak
penanganan
penyelesaian
sengketa kontrak
3 |Melaksanakan rapat koordinasi internal Hasil analisa 2 jam Notulen, daftar hadir
bagian dalam rangka membahas [ 1« —»[ | |sengketa kontrak
permohonan penyelesaian sengketa kontrak
yang diterima
4 |Mengundang seluruh pihak terkait sengketa ﬂu Notulen, daftar 15 menit |Undangan
kontrak hadir
5 |Melaksanakan rapat mediasi bersama Undangan, Hasil Sesuai |Notulen, daftar
seluruh pihak terkait sengketa kontrak _||PHT‘ analisa sengketa |Jadwal |hadir, BA
¢_||ﬁ_ kontrak, Peraturan Kesepakatan
perundang-
undangan
6 |Menyusun rekomendasi penyelesaian \D Notulen, daftar 1 jam Rekomendasi
sengketa kontrak m‘ hadir, BA penyelesaian
= Kesepakatan kontrak
7 |Menandatangani rekomendasi penyelesaian Rekomendasi 10 menit |Rekomendasi
nongketa kontrak penyelesaian penyelesaian
b . kontrak kontrak
# [Menyerahkan hasil rekomendasi m Rekomendasi 10 menit |Rekomendasi <
penyelesalan sengketa kontrak kepada pihak penyelesaian penyelesaian
pamohon kontrak kontrak




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP : 26

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi =

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP - Analisis Ketefseliaan Pelaku Usaha

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Menmiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Analisis Ketersediaan Pelaku Usaha

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

~N o wu A

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa
2 SOP Persiapan Pengadaan Barang/ Jasa
3 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia

1 Renja, RKA, RUP dan SK Penunjukan Pokja
2 Aplikasi SPSE, Sikap, e catalog, oss

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
Uraian Prosedur Keterar
PPK JFPPBJ PA/KPA Kelengkapan Waktu Output

Menyerahkan Rencana Umum Pengadaan RUP 10 menit  |RUP
(RUP) RUP kepada JFPPBJ
Mereviu Dokumen Rencana Umum Renja , KUA/ PPAS, RKA, |30 menit Informasi barang &
Pengadaan dan Dokumen Perencanaan RUP, Nilai Pagu Anggaran, jasa yang dibutuhkan
lalnnya Draft Spesifikasi Teknis/ “|dan kualifikasi

KAK penyedia

teridentifikasi

Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis v Informasi barang & jasa |1 jam Hasil pengumpulan, [Data pelaku usa
data penyedia/pelaku suaha dari sumber yang dibutuhkan dan pengolahan dan diperoleh dari: §
Informasi yang ditentukan kualifikasi penyedia analisis data SPSE, informasl

teridentifikasi penyedia/pelaku PPK, instansi pe

usaha analisis pasar

Memilah pelaku usaha yang sesuai dengan Hasil pengumpulan, 1 jam Daftar penyedia yang
syarat-syarat kualifikasi penyedia dari hasil ¥ pengolahan dan analisis sesuai syarat-syarat
pengumpulan, pengolahan dan analisis data data penyedia/pelaku kualifikasi penyedia

usaha
Evaluasi dokumen pelaku usaha : Daftar penyedia yang 1 jam Hasil analisis dan

sebagaimana syarat-syarat kualifikasi.
Apabila lidak terdapat pelaku usaha yang
sesual, maka hasil evaluasi kualifikasi
diserahkan kepada PPK agar PPK
mpngajukan usulan perbaikan RUP dan/atau
dokumen terkait perencanaan lainnya kepada
PAKPA

N

Y

sesuai syarat-syarat
kualifikasi penyedia

Apablla terdapat pelaku usaha yang sesuai
maka dilanjutkan penetapan dasar pelaku
usaha terkualifikasi

Daftar penyedia yang
sesuai syarat-syarat
kualifikasi penyedia

evaluasi dan usulan
daftar pelaku usaha

Penetapan pelaku
usaha terkualifikasi




ketersedinan penyedia

sesuai syarat-syarat
kualifikasi penyedia

ketersediaan

Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur ] Keterangan
PPK JFPPBJ PA/KPA Kelengkapan Waktu Output ¢
Manyampalkan perbalkan usulan RUP Hasil analisis dan evaluasi [1,5 jam Perbaikan RUP dan
dan/atau dokumen perencanaan lainnya dan usulan daftar pelaku BA hasil
kepada PA/KPA dan melakukan pembahasan usaha pembahasan dan
sortn menyusun rencana aksi perbaikan daftar rencana aksi
untuk pengadaan serupa selanjutnya < >
Mendokumentasikan hasil analisis Daftar penyedia yang 5 menit Hasil analisis




Nomor SOP 127
Tanggal Pembuatan _ |: 31 Oktober 2023
Tanggal Revisi ‘-
Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA L
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Nama SOP . Pemilihan Penyédia Prakualifikasi
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang| 1 Sarjana/ Sederajat
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun | 2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa 3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Pemerintah Pemilihan Penyedia Prakualifikasi
2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan | 4 Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 | 5 Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia barang/ jasa
3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan | 6 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga 7 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah 8 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif
4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan
2 SOP Persiapan Pemilihan Penyedia
3 SOP Pengelolaan Sanggahan

1 Dokumen kualifikasi penyedia
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas
kearsipan masing-masing perangkat daerah dan Sekretariat
UKPBLJ, sesuai proses dan tahapan yang telah dilaksanakan




SPSE

teknis, Pagu dan

jadwal tender/
seleksi, SPSE

HPS, Syarat peserta,

prakualifikasi

_. Pelaksana Mutu Baku
_m Uraian Prosedur e s Wkl I Keterangan
f Pemilihan P! elengkapan Vak Qutput

Mengumumkan paket tender/ seleksi melalui KAK/ Spesifikasi 15 menit |Pengumuman

Melaksanakan pemberian penjelasan
kualifikasi

Daftar peserta

Dokumen kualifikasi, |1 jam

BA pemberian
penjelasan

Menerima dan mengunduh dokumen isian
kualifikasi melalui SPSE. Apabila peserta
kurang dari 3 maka akan dilakukan
perpanjangan waktu

BA pemberian
penjelasan, SPSE

Apabila setelah perpanjangan waktu jumiah
peserta masih kurang dari 3, maka
dinyatakan gagal

BA pemberian
penjelasan, SPSE

Apabila sudah ada 3 atau lebih peserta,
maka akan dilakukan evaluasi dokumen isian
kualifikasi

BA pemberian
penjelasan, SPSE

30 menit |Dokumen isian

kualifikasi

Dokumen isian
kualifikasi

Dokumen isian
kualifikasi

Melakukan evaluasi dokumen isian kualifikasi

Dokumen isian
kualifikasi

30 menit |BA evaluasi

Membuat dan mengirimkan undangan
pombuktian kualifikasi

ﬂu
B
¥
7
;JH_
J.H_
©

BA evaluasi

20 menit |Undangan

pembuktian
kualifikasi




i Pelaksana Mutu Baku ;
‘No Uraian Prosedur Doki _ _ _ Keterangan
1% __“ 1 _uo”“_v___ﬂ__”_n_: PPK | Kelengkapan Waktu Output i
9 [Melaksanakan pembuktian kualifikasi. Undangan 30 menit |Dokumen
Apabila tidak ada yang memenuhi kualifikasi GI pembuktian pembuktian
maka tender/ seleksi dinyatakan gagal kualifikasi kualifikasi,
Gagall dokumentasi, BA
Pembuktian
10 |Apabila peserta memenuhi kualifikasi dan Memenuhi Undangan Dokumen
bisa dibuktikan maka akan dilanjutkan pembuktian pembuktian
dengan penetapan pemenang kualifikasi kualifikasi,
dokumentasi, BA
Pembuktian
12 |Mengumumkan hasil prakualifikasi. Apabila Dokumen 15 menit|Hasil prakualifikasi,
ada sanggahan maka akan ditindaklanjuti pembuktian sanggahan
kualifikasi,
dokumentasi, BA
Ada Pembuktian
13 |Apabila tidak ada sanggahan maka pokja Tidak Ada Dokumen Hasil prakualifikasi,
pemilihan akan menyusun laporan hasil pembuktian sanggahan
prakualifikasi kualifikasi,
dokumentasi, BA
Pembuktian
14 |Menindaklanjuti sanggahan Hasil prakualifikasi, |5 hari Hasil tindaklanjut
ﬂ sanggahan sanggahan
A_u Menyusun dan menyerahkan laporan hasil vﬂw Hasil prakualifikasi |30 menit [Laporan hasil
prakualifikasi kepada PPK , prakualifikasi
penyedia
10 |Menerima laporan hasil prakualifikasi 2 Laporan hasil 10 menit |Laporan hasil
7 prakualifikasi prakualifikasi
T | 1Y PP | Ty




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP

128

Tanggal Pembuatan

: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh

KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BABANG DAN JASA

Nama SOP

|Pengelolaan Résiko

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)

2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah

3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1

Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap

Do

mekanisme pengelolaan resiko

Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan
laporan

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 ATK
2 Komputer, Printer dan Internet
3 Jaringan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




sebagaimana ditetapkan, maka draft akan

Draft identifikasi

Draft identifikasi

Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur Kasubbag . Keteran
i g Pembinaan & I'e8 hteg Kelengkapan Waktu Output il
Bagian Advokasi PBJ Lainnya
1 |Menginstruksikan dan mengarahkan untuk Di - :
penyusunan manajemen resiko bagian ' Iy I isposisi permintaan
Disposisi 5 menit |penyerahan
identifikasi resiko
2 [Menerima arahan dan menyiapkan format I D X int Di X o
identifikasi resiko yang dipergunakan ISphSI! pelintivaar) : IGROBISI pernimadil
penyerahan 15 menit |penyerahan
identifikasi resiko identifikasi resiko
3 |Menylapkan dan menyampaikan nota dinas tentang Disposisi permintaan Nota dinas dan Format dapat berubs
koordinasi semua unit kerja dalam rangka penyerahan 15 menit |format identifikasi sesuai ketentuan
panyusunan identifikasi resiko identifikasi resiko resiko
. ”\_-o::!_:ﬁ nota a_:mwnmﬁwﬂmiumﬂ_muwm: Nota dinas dan Format identifikasi
[ RRHSHISA IdON KA resiko format identifikasi |1 hari  |resiko, DPA dan
resiko bahan lainnya
5 |[Mengadakan rapat dengan seluruh unit kerja v Format identifikasi Mesendiiahadinan
dalam rangka penyusunan identifikasi resiko |v_ TI resiko, DPA dan 2 jam i
L~ — | Soasy nidle notulen rapat
6 [Menghimpun draft identifikasi resiko dari !
-_c_.nc: cn: kerja : Presensi kehadiran, 5 hari Draft identifikasi
ﬂ notulen rapat resiko unit kerja
7 [Memariksa draft identifikasi resiko dari seluruh 1 hari
unit'kerja. Apabila ada yang kurang tepat maka Draft identifikasi Draft identifikasi
nkan dikembalikan ke unit kerja terkait untuk resiko unit kerja resiko unit kerja
direvisi
0 |Apabila draft identifikasi resiko sudah sesuai W

disampaikan kepada Kepala Dinas untuk
ditandatangani .

resiko unit kerja

resiko unit kerja




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur Kasubbag Keterangan
m”uw_” Pembinaan & x_w”mﬂﬂawn Kelengkapan Waktu Output v
g Advokasi PBJ y
0 [Menandatangani identifikasi resiko 15 menit Dok dantifikas
Draft identifikasi EMMMMHMH Lm_zmm._
(D Al Kada telah ditandatangani
10 [Menerima dokumen identifikasi resiko d 5 menit
Dokumenidentifikasi Dokumenidentifikasi
resiko bagian yang resiko bagian yang
telah ditandatangani telah ditandatangani
11 |[Mendistribusikan identifikasi resiko final 3 Dokumenidentifikasi |5 menit Dokumenidentifikasi
kepada kasubbag lainnya untuk diarsipkan ( ) [resiko bagian yang resiko bagian yang
telah ditandatangani telah ditandatangani




Nomor SOP - 28
Tanggal Pembuatan |- 31 Okiober 2023
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan |- 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA .
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG Nama SOP ‘| Analisis Kebutuhan Pembinaan pelaku
Usaha
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 1 Sarjana/ Sederajat
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor | 2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
18 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang mekanisme analisis Kebutuhan Pembinaan pelaku Usaha
dan Jasa Pemerintah 3 Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan
2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 4 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
11 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan | 6 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia
3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif
4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 ATK
2 Komputer, Printer dan Internet
3 Jaringan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Kasubbag Keterangan
1 Bagian Pembinaan & | JF PPBJ Kelengkapan | Waktu Output
9 Advokasi PBJ
1 |Memberikan instruksi dan arahan untuk
menyusun analisis kebutuhan pembinaan
pelaku usaha Disposisi 5menit  |Disposisi
2 [Menerima arahan dan mengkoordinir
penyusunan analisis kebutuhan pembinaan
pelaku usaha _ _ Disposisi 15 menit  |Disposisi
3 |Melakukan analisis dan menyusun kebutuhan ]
pembinaan pelaku usaha Disposisi 3 jam Hasil analisis
—
4 |Menerima dan memeriksa hasil analisis
kebutuhan pembinaan pelaku usaha. Apabila
masih ada yang perlu diperbaiki, maka akan Hasil analisis Hasil analisis
dikembalikan ke JF PPBJ untuk direvisi !
1 jam
§ |Apablia hasil analisis sudah sesuai, maka ‘ i anaiis
akan diteruskan kepada Kepala Bagian untuk Hasil analisis _mm_ ana _Mﬂm yang
ditandatangani telah ditandatangani
6 [Menyusun undangan pembinaan pelaku | Hasil analisis |30 menit |Undangan
usaha dan mempersiapkan teknis yang telah pembinaan
polaksanaan ditandatangani
7 [Mendistribusikan undangan pembinaan Undangan 10 menit |Undangan
u-_-Jc usaha . pembinaan pembinaan
0 [Melaksanaan pembinaan pelaku usaha m Undangan 1 hari Materi pembinaan,
pembinaan daftar hadir, notulen




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur Kepala Kasubbag Keterangan
Bagian Pembinaan & | JF PPBJ Kelengkapan | Waktu Output
, 9 Advokasi PBJ
0 |Menyusun laporan hasil pembinaan pelaku Materi 1 hari Laporan hasil
usaha pembinaan, pembinaan

daftar hadir,
notulen

10 [Menerima laporan hasil pembinaan pelaku Laporan hasil |15 menit |Laporan hasil

usaha

pembinaan

pembinaan

"

Mengarsip laporan hasil pembinaan pelaku
usaha

Laporan hasil
pembinaan

Laporan hasil
pembinaan




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP - 30

Tanggal Pembuatan _|: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh

KEPALA BAGIAN
G DAN JASA

Nama SOP |Pendampingan/ B‘nbingan Teknis dan

Pelatihan

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang
dan Jasa Pemerintah

2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1 Sarjana/ Sederajat
2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme pendampingan bimbingan teknis dan pelatihan

4 Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan

5 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

6 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

7 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 ATK
2 Komputer, Printer dan Internet
3 Jaringan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kepala Kasubbag Keterangan
Baclan Pembinaan & | JF PPBJ Kelengkapan Waktu Output
9 Advokasi PBJ
1 [Menerima m:qmﬁ. vmqiammq pendampingan, Surat permintaan Pemohon pendampingan
bimbingan teknis dan pelatihan pengadaan pendampingan } [, dapat berasal dari pearngkal
barang dan jasa bimbingan teknis dan |5 menit U_munm_m__ surat ammqm?‘ bagian lain dan
pelatihan pengadaan paliREs ] penyedia
barang dan jasa
2 |Menerima disposisi surat permintaan
pendampingan, bimbingan teknis dan . / ; : : b
pelatihan pengadaan barang dan jasa dan _HH_ Dm_..m%h”“ww”cﬂmﬁ 10 menit Dmmﬂw:mw”_ﬂw__mmcqm*
meminta Kasubbag Pembinaan & Advokasi P pR
PBJ untuk menindaklanjuti
3 |Menyiapkan jadwal dan bahan/materi ; 1
pendampingan, berkoordinasi dengan JF _ Tli _ D%ﬂwﬁ_m”:ﬂm” 1 hari |Jadwal dan materi
PPBJ P
4 [Menyiapkan surat pengantar dan
mengirimkan jadwal pendampingan kepada Jadwal dan materi |1 jam Surat pengantar dan
pemohon jadwal
5 |Melaksanakan kegiatan pendampingan, Materi, daftar hadir,
bimbingan teknis dan pelatihan Jadwal dan materi |1 hari  |notulen rapat
6 Menyiapkan dan menyampaikan laporan Materi, daftar hadir, |2 jam Laporan kegiatan
keglatan pendampingan, bimbingan teknis notulen rapat
dan pelatihan kepada kepala Bagian
7 |Menerima laporan kegiatan pendampingan, 4 Laporan kegiatan 5 menit |[Laporan kegiatan
bimbingan teknis dan pelatihan _ _
8 |Mengarsip laporan kegiatan pendampingan, AU Laporan kegiatan 10 menit |Laporan kegiatan
bimbingan teknis dan pelatihan 2




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 231

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi S

Tanggal Pengesahan: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN BA G DAN JASA

Nama SOP : Pengelolaan Afrsip Pengadaan

Barang/ Jasa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang

1 Sarjana/ Sederajat

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun | 2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa 3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Pemerintah pengelolaan arsip pengadaan barang/ jasa

2 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan | 4 Mampu melaksanakan pengolahan arsip
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 | 5 Memahami proses pengadaan barang/ jasa
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 6 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Barang/ Jasa Melalui Penyedia 7 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan | 8 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga pendukung
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proakdif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan

2 SOP Proses Pengadaan Tender

3 SOP Proses Pengadaan Non Tender

4 SOP Pemilihan Penyedia Pascakualifikasi
5 SOP Pemilihan Penyedia Prakualifikasi

1 Dokumen pengadaan barang/ jasa

2 Renja, RKA, RUP dan SK Penunjukan Pokja
3 Aplikasi SPSE

4 ATK

5 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur Kepala Bagian Kasubbag Kotor
PBJ/ Kepala Pokja Pembinaan dan Arsiparis Kelengkapan Waktu Output
f UKPBJ Advokasi PBJ
Menginstruksikan Pokja untuk melakukan Daftar paket 10 menit  |Daftar paket
pandokumentasian dokumen pengadaan pengadaan pengadaan
Mendokumentasikan dan menyerahkan g Daftar paket 1 jam Dokumen
dokumen pengadaan keapda Kasubbag pengadaan pengadaan
Pambinaan dan Advokasi PBJ
Menerima dokumen pengadaan dan v Dokumen pengadaan|5 menit BA serah terima
manyerahkan kepada arsiparis untuk proses dokumen
pangarsipan _ pengadaan
Mengolah arsip pengadaan dengan BA serah terima 30 menit |Dokumen
maeregister dan memebrikan label di setiap A dokumen penagdaan yang
dokumen pengadaan pengadaan, kartu telah diregister dan
register dilabel

Mengarsipkan dokumen pengadaan Dokumen penagdaan|5 menit Dokumen

\ yang telah diregister penagdaan yang

m V dan dilabel telah diregister dan
dilabel




Nomor SOP 132
Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023
Tanggal Revisi -
Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGJAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG  |Nama SOP ‘|Pengelolaan Penfiaquan Masyarakat
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 1 Sarjana/ Sederajat
tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor | 2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat

dan Jasa Pemerintah 3 Memahami seluruh proses pengadaan barang dan jasa

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 4 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 5 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem 6 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung
Pengeloiaan Pengaduan Pelayanan Publik
Nasional

3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

S Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun
2022 tentang Kode Etik Penyelenggara
Pengadaan Barang/ Jasa

6 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:

1 Pengaduan dari masyarakat yang diterima melalui surat/
email/ sambat online/ media sosial bagian/ Kotak saran
2 ATK

3 Komputer, Printer dan Internet
4 Jaringan '

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku |manual dalam berkas kearsipan
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan




Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur Kepala | Kasubbag _ Keterangan
Baglan thHcalt JEU/ JFT | JF PPBJ Kelengkapan Waktu Output
Maendisposisikan pengaduan masyarakat yang Pengaduan Masyarakat{10 menit |Hasil Disposisi Kepala [Pengaduan masyaral
diterima kepada Kasubbag terkait Bagian atas pengaduan|diterima melalul; Sur
yang diterima Aplikasi Sambat Onli
Email, dan Soslal Ma
_ Bagian
Menerima disposisi dan menganalisa aduan Y Hasil Disposisi Kepala |15 menit |Hasil analisa atas
masyarakat. Apabila aduan perlu tindaklanjut lv_|||Tf|||_ Bagian atas pengaduan pengaduan masyarakat
khusus maka akan dikoordinasikan dengan JF yang diterima yang diterima
PPBJ
Apabila aduan yang diterima bersifat Hasil Disposisi Kepala Hasil analisa atas
pertanyaan dan tidak perlu tindaklanjut khusus Bagian atas pengaduan pengaduan masyarakat
maka akan langsung dibuatkan jawaban yang diterima yang diterima
pengaduan T
Menyusun draft jawaban pengaduan Hasil analisa atas 15 menit |Draft jawaban
pengaduan masyarakat pengaduan
. yang diterima
Memeriksa draft jawaban atas pengaduan. Draft jawaban 10 menit  |Draft jawaban
Apabila masih ada yang belum sesuai maka pengaduan pengaduan
akan dikembalikan kepada JFU/ JFT untuk
direvisi
Apabila sudah sesuai maka jawaban akan il Draft jawaban Jawaban pengaduan
dikirimkan kepada pelapor pengaduan
i
Mengirimkan jawaban kepada pelapor @ Jawaban pengaduan |5 menit  |Jawaban pengaduan




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 133

Tanggal Pembuatan|: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi =

Tanggal Pengesahal: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
Nama SOP : Pengendaliad Kontrak

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia

Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukii
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proakiif

Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
pengendalian kontrak (mulai dari pelaksanaan kontrak
sampai serah terima hasil pekerjaan)

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintat]
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Pengelolaan Kontrak
2 SOP Kontrak Kritis

1 Dokumen Kontrak

2 Dokumen pengawasan pekerjaan

3 Dokumen serah terima hasil pekerjaan
4 ATK

S5 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat
dan didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
r edur Pejabat
e HIRAR s Penandatangan PPK ﬂnﬂwm“.“” Kelengkapan Waktu Output Hatraw
Kontrak

1 |Menyerahkan dokumen kontrak dan Dokumen kontrak 10 menit |Dokumen kontrak
menyampalkan kepada penyedia untuk bisa
memulal pelaksanaan pekerjaan sesuali
dengan kontrak

2 |Melakukan pengawasan pelaksanaan \ Dokumen kontrak  [Sesuai |Laporan hasil
pekerjaan dan melaporkan hasil pengawasan _|._ _ jadwal |pengawasan
pekerjaan pekerjaan

3 |Melakukan identifikasi atas progres Laporan hasil 1jam  |Hasil identifikasi
pelaksanaan pekerjaan . Apabila terdapat pengawasan progres
selisih > 10 % pada periode | (0% - 70% dari \. pekerjaan pelaksanaan
kontrak) dan selisih > 5% dan/ atau >5% pekerjaan.
tatapi akan melampaui tahun anggaran / Dokumen kontrak
berjalan pada periode Il (70%-100% dari kritis
kontrak) maka akan ditindaklanjuti sesuai
prosedur penanganan kontrak Kritis

4 [Apabila progres pelaksanaan pekerjaan telah Laporan hasil BA 100% progres
sesual dengan rencana dan telah selesai _H.r_ pengawasan pekerjaan
100% maka pelaksana pekerjaan diminta bekerjaan
untuk mengirimkan permohonan

, |pemeriksaan hasil pekerjaan

6 |Melakukan SCM dan evaluasi hasil uji coba | aporan hasil Sesuai |BA SCM, BA Lihat SOP Penanganan
hasil SCM sesuai proses penanganan _LIFTI |v_HH_ pengawasan jadwal |evaluasi hasil uji |Kontrak Kritis
kontrak kritis. Apabila pelaksana pekerjaan pekerjaan coba
mampu memenuhi target pekerjaan sesuai
target SCM maka pelaksanan diminta untuk
mengajukan permohonan pemeriksaan hasil .
pekerjaan




Pelaksana Mutu Baku
_ Pejabat
e N Tossaur Penandatangan PPK Wm:amina Kelengkapan Waktu Output P
ekerjaan
Kontrak
6 |Menerima permohonan pemeriksaan hasil Surat permintaan 10 menit |BA 100% progres
pekerjaan dari pelaksana pemeriksaan hasil pekerjaan
pekerjaan dari
penyedia, BA 100%
progres pekerjaan
7 |Melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan BA 100% progres 1 jam BA Pemeriksaan
dan administrasi. Apabila hasil pemeriksaan pekerjaan fisik, BA PHP, BA
lapangan tidak sesuai dengan spesifikasi Pemeriksaan
teknis dan rekapitulasi perhitungan (Mutual Administrasi,
Check 100%) maka pelaksana harus Surat Tugas Tim
memperbaiki pekerjaan dan mengajukan Pendukung, BATL
permohonan pemeriksaan hasil pekerjaan
kemball
8 |Apabila hasil pemeriksaan lapangan sudah BA 100% progres BA Pemeriksaan
sesual dengan spesifikasi teknis dan pekerjaan fisik, BA PHP, BA
Rekapitulasi Perhitungan (Mutual Check A Pemeriksaan
100%) maka dapat dikeluarkan/ diterbitkan H_ Administrasi,
BA serah terima sementara pekerjaan BAST, BA PHO
8 [Manerima permohonan FHO dari pelaksana BAST, BA PHO, BA [10 menit |[BAST, BA PHO, |Permohonan FHO
pokerjaan. pelaksanaan BA pelaksanaan |dilakukan setelah masa
i . . pemeliharaan, pemeliharaan, pemeliharaan selesai
permohonan FHO, permohonan FHO,
hasil uji hasil uji
10 [Malaksanakan pameriksaan hasil pekerjaan BAST, BAPHO, BA | 1jam |[BA Pemeriksaan

dan administrasl. Apablla pada saat
pemeiikenan lmpangan ditemukan kerusakan
maka palaksana harus malakukan perbaikan
nosiinl dangan spoesifiksal teknis dan
fekapitulasl parhitungan (Mutual Check
100%)

pelaksanaan
pemeliharaan,
permohonan FHO,
hasil uji

fisik, BA PHP, BA
Pemeriksaan
Administrasi,
Surat Tugas Tim
Pendukung, BATL




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Pejabat | Kotorangan
Penandatangan PPK wunmmuu” Kelengkapan | Waktu Output ¢
Kontrak _ 1

11 |Apabila pemeriksaan lapangan sudah sesuai BA Pemeriksaan BA FHO

dengan spesifikasi teknis dan Rekapitulasi fisik, BA PHP, BA

Perhitungan (Mutual Check 100%) maka Pemeriksaan

dapat dikeluarkan/ diterbitkan BA serah Administrasi, Surat

terima Akhir Pekerjaan Tugas Tim

Pendukung

12 [Membuat dan mengarsipkan BAST Hasil Dokumen Serah 5 menit [Dokumen Serah

Pekerjaan

Terima Pekerjaan

Terima Pekerjaan




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP o8

Tanggal Pembuatan |: 31 Okiober 2023

Tanggal Revisi 2~

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP - Penanganan Konttak Kritis

"Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
Penanganan Kontrak Kritis

Memahami dan mampu melaksanakan proses
pemutusan kontrak secara sepihak

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Proses Utama Pengadaan
2 SOP Pengelolaan Kontrak

3 SOP Pengendalian Kontrak

1 Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
2 Dokumen kelengkapan kontrak kritis

3 Dokumen pemutusan kontrak sepihak
4 Aplikasi SPSE

5 ATK

6 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan: :

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




|. Apabila penyedia belum bisa memenuhi
kemajuan fisik yang ditetapkan pada saat
SCM | maka akan diterbitkan Surat
Peringatan Kedua/ SCM |1

Apabila ujl coba pertama bisa dipenuhi oleh
penyedia maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menginstruksikan penyedia untuk
melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sesuai
kontrak hingge pekerjaan selesai

BA SCM Tahap |

SCM |

Pelaksana Mutu Baku
Pejabat il & ol Wy
st ; 30 _ _ Keterangan
Penandatangan |  PPK Kelengkapan | Waktu Output .
Kontrak _
Mengidentifikasi pekerjaan dengan kontrak Laporan progres 1jam  |Hasil identifikasi Kontrak dinyatakan Kritis
kritis dan melaporkan hasil identifikasi pelaksanaan pekerjaan dengan  |apabila realisasi fisik
kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pekerjaan kontrak kritis pelaksanaan terlambat lebih
besar 10% dari rencana
Menerbitkan Surat Peringatan Pertama/ SCM Hasil identifikasi 10 menit |Surat peringatan
|, dan mengundang penyedia untuk _“u pekerjaan dengan Pertama, Surat
melakukan rapat pembuktian (show cause kontrak kritis undanganSCM |
meeting/ SCM) pertama
Melaksanakan rapat pembuktian (show Surat peringatan 1 jam BA SCM Tahap |
cause meeting/ SCM) pertama, untuk |v_.L|r._ Pertama, Surat
menyepakati besaran kemajuan fisik yang undangan SCM |
harus dicapai oleh penyedia dalam periode uji
coba pertama
Melakukan penilaian/ evaluasi uji coba tahap BA SCM Tahap | 1 jam BA evaluasi uji coba

BA evaluasi uji coba
SCM |

Manarbitkan Surat Peringatan Kedua/ SCM
Il, dan mengundang penyedia untuk
melakukan rapat pembuktian (show cause
~[mesting/ SCM) kedun

BA evaluasi uji coba
SCM |

10 menit

Surat Peringatan I,
UndanganSCM I




Pelaksana

Mutu Baku

Pejabat
Penandatangan
_n_o__#wx_

PPK

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

cause meeting/ SCM) kedua, untuk
menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh penyedia dalam periode uji
coba kedua

Surat peringatan
Pertama, Surat
undangan SCM ||

1 jam

BA SCM Tahap I

Melakukan penilaian/ evaluasi uji coba tahap
Il. Apabila penyedia belum bisa memenuhi
kemajuan fisik yang ditetapkan pada saat
SCM [l maka akan diterbitkan Surat
Peringatan Kedua/ SCM i

BA SCM Tahap |l

1 jam

Apabila uji coba kedua bisa dipenuhi oleh
penyedia maka Pejabat Penandatangan
Kontrak menginstruksikan penyedia untuk
melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sesuai
kontrak hingga pekerjaan selesai

BA SCM Tahap Il

BA evaluasi uji ooc_m
SCM Il

BA evaluasi uji coba
SCM I

10

Menerbitkan Surat Peringatan Ketiga/ SCM
lIl, dan mengundang penyedia untuk
melakukan rapat pembuktian (show cause
meeting/ SCM) ketiga

BA evaluasi uji coba
SCM I

10 menit

Surat Peringatan IIl,
UndanganSCM Il1

"

Melaksanakan rapat pembuktian (show
cause meeting/ SCM) ketiga, untuk
menyepakati besaran kemajuan fisik yang
harus dicapai oleh penyedia dalam periode uji
coba ketiga

Surat peringatan
Pertama, Surat
undangan SCM Il

1 jam

BA SCM Tahap Il




e Pelaksana Mutu Baku
o
R i _  Pejabat -
sl M Erosadur Penandatangan PPK Kelengkapan Waktu Output Kefmranghn
T R _ Kontrak |
12 |Melakukan penilaian/ evaluasi uji coba tahap BA SCM Tahap IlI 1 jam BA evaluasi uji coba
lIl. Apabila penyedia belum bisa memenubhi SCM llI
kemajuan fisik yang ditetapkan pada saat
SCM 11l maka akan diterbitkan surat
peringatan kontrak kritis 11l serta melakukan
pemutusan kontrak secara sepihak
13 |Apablla uji coba ketiga bisa dipenuhi oleh BA SCM Tahap IlI BA evaluasi uji coba |[Apabila uji coba berhasil
panyedia maka Pejabat Penandatangan SCM Il namun pada pelaksanaan
Kontrak menginstruksikan penyedia untuk pekerjaan selanjutnya
melanjutkan pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak kritis lagi maka
kontrak hingga pekerjaan selesai berlaku SCM dari awal
A
-] G
14 |Melakukan pemutusan kontrak secara BA evaluasi uji coba |Sesuai |BA evaluasi hasil Apabila dilakukan
sepihak @ H SCM I Jadwal |pekerjaan, dokumen [pemutusan kontrak sepihak
pemutusan kontrak |maka pejabat
secara sepihak penandatangan kontrak
melakukan evaluasi atas
I hasil pekerjaan untuk
menghitung sanksi dan
denda serta persentase
i . pekerjaan yang telah
diselesaikan penyedia dan
sesuai dengan spesifikasi
teknis untuk kemudian
diproses pembayarannya
16 [Mangarsipkan dokumen kontrak kritis \L Dokumen kontrak |15 menit |Dokumen kontrak

h 4

kritis

kritis




) e i

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP 135

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN BA G DAN JASA

Nama SOP |Proses Penyiapan Bahan dalam

Penyusunan Produk Hukum

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

1

Sarjana/ Sederajat

tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor | 2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang mekanisme proses penyiapan bahan dalam penyusunan
dan Jasa Pemerintah produk hukum
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di laporan
Lingkungan Pemerintah Daerah 4 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
3 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan 5 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor
12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan | 6 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
Pengadaan Baranag/ Jasa Melalui Penyedia
4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 ATK
2 Komputer, Printer dan Internet
3 Jaringan
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan dicatat dan didata
sebagai data elekironik dan/atau manual dalam berkas
kearsipan




penyusunan produk hukum kepada bagian terkait

bahan pendukung
penyusunan produk

bahan pendukung
penyusunan produk

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag Keterangan
¢ Mw_uﬂ__” Pembinaan & _A_Hﬂuwwa Kelengkapan Waktu Output 0
g Advokasi PBJ L
1 |Menerima nota dinas dari Bagian Hukum dan/atau
Baglan Organisasi terkait kebutuhan bahan
pendukung penyusunan produk hukum dan Nota difigé & menit Nota dinas
mendisposisikan kepada Subbag Pembinaan dan _
Advokasi PBJ
2 |Menerima disposisi dan menyiapkan bahan h
bersama-sama dengan Kasubbag lainnya : ’ ;
Nota dinas 5 menit Nota dinas
5 |Mengadakan rapat dengan seluruh Subbag lainnya Bl e st
dalam rangka penyiapan bahan pendukung Nota dinas 2 jam g y
penyusunan produk hukum _HII_A\ IvH_ daftar hadir, notulen
: bahan pendukung
6 |Menghimpun bahan dari semua Subbag MMMMH.HM@MLN JM”,_ 2 hari penyusunan produk
! hukum
7 |Menyerahkan semua bahan pendukung 5 menit

hukum

hukum




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP =35

Tanggal Pembuatan |- 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi i-

Tanggal Pengesahan|: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
EKO SETYO NANIL, ST., MT

Nama SOP : Penghimpunan Data Monev
Pengadaan Barang dan Jasa

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/ Jasa Melalui Penyedia
Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Contoh Bukti
Dukung Model Kematangan Unit Kerja Pengadaan
Barang/ Jasa Level Proakiif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Malang Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
penghimpunan data monev pengadaan barang dan jasa
Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

Mampu bekerja dengan teliti

3

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 SOP Pelaporan pelaksanaan pengadaan barang
dan jasa secara periodik kepada Walikota

1 Data Pengadaan Barang dan Jasa
2 Aplikasi SPSE

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang telah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
2° camﬂ: vaﬂﬂuﬂ_. xmm_hcﬂﬂm vm:mm_ﬂ_ﬂmﬂ- xs.a:.-:
JFT/JFU pan Wakt
PBIJ secara Elektronik / Kelurskapan o Qutadh
1 |Menugaskan JFT/ JFU untuk menghimpun data Program kerja 10 menit |Program kerja
monev pengadaan barang dan jasa di SPSE
2 |Mengakses SPSE dan mengunduh data v Program kerja 30 menit [Hasil unduh data
pengadaan barang dan jasa tender dan non pengadaan barang
tender dan jasa tender dan
non tender
3 |Mencetak data pengadaan barang dan jasa Hasil unduh data 1jam Hasil cetak data
tender dan non tender pengadaan barang dan pengadaan barang
jasa tender dan non dan jasa tender dan
tender non tender
4 |Menyerahkan kepada Subbag Pengelolaan Hasil cetak data 10 menit |Hasil cetak data

Pengadaan Barang dan jasa sebagai bahan
pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa

pengadaan barang dan
jasa tender dan non

tender

pengadaan barang
dan jasa tender dan

non tender




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP - 37

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi =

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP |Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

3 Memahami dan memiliki kemampuan penyusunan
dokumen dan laporan

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 4 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di 5 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung
Lingkungan Pemerintah Daerah 6 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa
3 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 7 Memahami dan mampu melakukan perhitungan indeks
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, kepuasan masyarakat dan menerjemahkannya
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
4 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 Kuesioner
2 ATK
3 Komputer, Printer dan Internet
Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan dicatat dan didata
sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas
kearsipan




|

masyarakat

kepuasan masyarakat

kepuasan masyarakat

Pelaksana Mutu Baku
|
Uraian Prosedur Kasubbag Keterangan
Mwu.mm_” Pembinaan & | JFU/ JFT Kelengkapan Waktu Output _
g Advokasi PBJ
Menginstruksikan Kasubbag Pembinaan & Program Kerja 5 menit Arahan Kepala Bagian [Survel Kepuasan
Advokasi PBJ untuk melaksanakan survei Masyarakat dilakubkar
kepuasan masyarakat semester
Menindaklanjuti arahan Kepala Bagian dengan ! Arahan Kepala Bagian |15 menit |Jadwal pelaksanaan
menjadwalkan pelaksanaan survei dan melakukan _ _. survei
persiapan bersama JFU/ JFT {
Melakukan persiapan pelaksanaan survei Jadwal pelaksanaan 1jam Kuesioner, peralatan
kepuasan masyarakat survei dan perlengkapan
pendukung lainnya
Mendistribusikan kuesioner kepada stakeholder Kuesioner, peralatan  |Sesuai Kuesioner terisi
panerima layanan Bagian PBJ dan perlengkapan jadwal
pendukung lainnya
Merekap hasil isian kuesioner dan melakukan Kuesioner terisi 1 jam Hasil rekap dan
[parhitungan indeks kepuasan masyarakan perhitungan indeks
kepuasan masyarakat
Manyusun laporan hasil survei kepuasan Hasil rekap dan 1 hari Laporan hasil surbei
[masyarnkat dan menyerahkan kepada Kepala perhitungan indeks kepuasan masyarakat
Haglan untuk ditandatangani kepuasan masyarakat
Manandatangani laporan hasil survei kepuasan Laporan hasil surbei |10 menit |Laporan hasil surbei




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP : 38

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi -

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Nama SOP :|Pengelolaan Administrasi Umum

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah

2 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan

3 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1
2

[ I8 I - Y

SMA/ Sederajat

Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme
pengelolaan administrasi umum

Memahami tata naskah dinas

Memahami dasar-dasar kearsipan

Mampu berkomunikasi dengan baik

Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukun

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

5

1 Lembar Disposisi, Register Surat
2 Aplikasi Suradi

3 ATK

4 Komputer, Printer dan Scanner

Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan dicatat dan didata
sebagai data elektronik dan/atau manual dalam berkas
kearsipan




SURAT MASUK

Dinas

undangan/ nota dinas

undangan/ nota dinas

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag i Keterangi
apaia Pembinaan & rengidmit Kelengkapan Waktu Output ¢
Baglan |} yavokasipgy | TS
1 |Menerima dan/ atau mengunduh serta mencetak Surat/ Undangan/ Nota |5 menit Surat/ Undangan/ Nota |Surat/ Undangan d
Surat/ Undangan/ Nota Dinas dari Aplikasi Suradi Dinas, Aplikasi Suradi Dinas diterima langsung |
melalui Aplikasi Su
2 |Meregister Surat/ Undangan/ Nota Dinas masuk Surat/ Undangan/ Nota |5 menit Surat/ Undangan/ Nota
kemudian melampiri dengan lembar disposisi dan Dinas, register surat, Dinas dilampiri lembar
menyerahkan kepada Kepala Bagian untuk lembar disposisi disposisi
didisposisikan
3 [Mendisposisikan Surat/ Undangan/ Nota Dinas Surat/ Undangan/ Nota [10 menit |Hasil Disposisi Kepala
kepada Kasubbag/ personil terkait — Lllv_ _ Dinas dilampiri lembar Bagian
disposisi
4 |Menggandakan dan mendistribusikan Surat/ Surat/ Undangan/ Nota |5 menit Surat/ Undangan/ Nota
Undangan/ Nota Dinas sesuai hasil disposisi Dinas dilampiri lembar Dinas dilampiri lembar
Kepala Bagian disposisi, Hasil disposisi, Hasil
Disposisi Kepala Disposisi Kepala
Bagian Bagian
5 |Mengarsipkan salinan Surat/ Undangan/ Nota Salinan surat/ 5 menit Salinan surat/

dan hasil disposisi

dan hasil disposisi




SURAT MASUK

Dinas

undangan/ nota dinas
dan hasil disposisi

undangan/ nota dinas
dan hasil disposisi

Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag Koterangan
s Pembinaan & Fngagminby Kelengkapan Waktu Qutput o8
Bagian |y dvekasipBY | | VRS
1 |Menerima dan/ atau mengunduh serta mencetak Surat/ Undangan/ Nota |5 menit Surat/ Undangan/ Nota |Surat/ Undangan da|
Surat/ Undangan/ Nota Dinas dari Aplikasi Suradi Dinas, Aplikasi Suradi Dinas diterima langsung at
melalui Aplikasl Surd
2 |Meregister Surat/ Undangan/ Nota Dinas masuk Surat/ Undangan/ Nota |5 menit Surat/ Undangan/ Nota
kemudian melampiri dengan lembar disposisi dan Dinas, register surat, Dinas dilampiri lembar
manyerahkan kepada Kepala Bagian untuk lembar disposisi disposisi
didisposisikan
3 [Mendisposisikan Surat/ Undangan/ Nota Dinas Surat/ Undangan/ Nota [10 menit |Hasil Disposisi Kepala
kepada Kasubbag/ personil terkait _ - _ Dinas dilampiri lembar Bagian
disposisi
4 |Menggandakan dan mendistribusikan Surat/ Surat/ Undangan/ Nota |5 menit Surat/ Undangan/ Nota
Undangan/ Nota Dinas sesuai hasil disposisi Dinas dilampiri lembar Dinas dilampiri lembar
Kepala Bagian disposisi, Hasil disposisi, Hasil
Disposisi Kepala Disposisi Kepala
Bagian Bagian
§ |Mengarsipkan salinan Surat/ Undangan/ Nota _ Salinan surat/ 5 menit Salinan surat/




Pelaksana Mutu Baku
No Uraian Prosedur Kasubbag Kotorangan
M“_u_mm_” Pembinaan & 1@:..“_"”“_0.“._35 Kelengkapan Waktu Output v
g Advokasi PBJ
9 |Menerima Surat/ Undangan dari Bagian Umum Surat/ Undangan 5 menit Surat/ Undangan
Bertandatangan Bertandatangan
Pimpinan Pimpinan
10 |Melakukan scan Surat/ Undangan/ Nota Dinas Surat/ Undangan 5 menit Surat/ Undangan
kemudian diunggah ke Aplikasi Suradi > Bertandatangan Bertandatangan
Pimpinan dan/ atau Pimpinan dan/ atau
Kepala Bagian Kepala Bagian
11 [Mendistribusikan Surat/ Undangan/ Nota Dinas Surat/ Undangan 10 menit  |Surat/ Undangan Pengiriman Surat/
kepada Kasubbag/ JF PPBJ/ Perangkat Daerah Bertandatangan Bertandatangan Undangan bisa dilaku
torkait Pimpinan dan/ atau Pimpinan dan/ atau secara manual maupt
Kepala Bagian Kepala Bagian online melalui Aplikas
Suradi
12 |Mengarsipkan Surat/ Undangan/ Nota Dinas Keluar Surat/ Undangan/ Nota (10 menit  |Surat/ Undangan/ Nota Pengiriman Surat/
Dinas Keluar Dinas Keluar Undangan bisa dilaku

secara manual maupi
online melalui Aplikas
Suradi




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP : 39

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi s

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023
Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN
Nama SOP :|Penyusunan Laporan Kinerja

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah

3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70
Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memiliki kkmampuan dan pemahaman terhadap
mekanisme penyusunan laporan kinerja

4 Memahami kemampuan penyusunan dokumen dan

5 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

6 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

7 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja pendukung

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan:
1 ATK
2 Komputer, Printer dan Internet
3 Jaringan

Peringatan: Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas kegiatan penyusunan laporan
kinerja dicatat dan didata sebagai data elektronik dan/atau
manual dalam berkas kearsipan




Pelaksana Mutu Baku
Uralan Prosedur Rasubbag mini Kotarangan
__mn“_u“._” Pembinaan & xmﬂw__u%_ma vo:mu%“_m_ﬂ._:_ Kelengkapan Waktu Output e
‘ y Advokasi PBJ
Menerima nota dinas permintaan laporan Nota dinas Di sl notaidl
kinerja dari umum dan mendisposisikan permintaan laporan 5 it _mnmm_ﬁm__ E_u el
kepada Kasubbag Pembinaan dan Advokasi Kinerja dari Bagian [>Tt |perminiaan iaporan
kinerja
PEJ Umum
Menerima disposisi nota dinas laporan kinerja ) .. ) i o !
darl umum dan meminta Kasubbag \ U_muo.m_m_, nota dinas . _u_mvo”.m_m__ nota dinas
Pembinaan & Advokasi PBJ untuk _u.mq:._._amm: laporan |10 menit u.qu._amm: laporan
menindaklanjuti kinerja kinerja
Menghimpun data terkait realisasi anggaran _HWT’ Disposisi, nota dinas Data realisasi
dan Iindikator kinerja ke seluruh Subbag |'_||_“T permintaan laporan (3 hari |-~ g
lninnya kinerja 99
Menerima dan memeriksa data terkait \
realisasi anggaran dan indikator kinerja dari e .
seluruh Sub Bagian. Jika ada data yang Data realisasi TR e
belum lengkap maka unit terkait diminta anggaran anggaran
untuk melengkapi
Apablla data sudah lengkap dan sesuai Dat lisasi Draft laporan kienrja
dengan ketentuan, maka dilanjutkan dengan 8 fednhay 2 hari |Bagian
menyusun draft laporan kinerja Bagian ahggaial
Memeriksa draft laporan kinerja Bagian. w Draft laporan kienrja |1 jam Draft laporan kienrja
Apabila masih ada kesalahan, maka e Bagian Bagian
n-xa_aum__rm_._ kepada Kasubbag Pembinaan
& Advokasi PBJ untuk direvisi
Apablla semua sudah sesuai, maka akan Draft laporan kienrja |10 menit |Laporan kinerja
ditandatangani oleh Kepala Bagian Bagian Bagian
Menylapkan nota dinas dan mengirimkan Laporan kinerja 15 menit |Nota dinas
laporan kinarja Baglan ke Bagian Umum Bagian pengiriman laporan
| i kinerja
Pangarsipan Laporan Kinerja Nota dinas 10 menit |Laporan kinerja
pengiriman laporan Bagian
kinerja




BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MALANG

Nomor SOP - 40

Tanggal Pembuatan |: 31 Oktober 2023

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan |: 02 Desember 2023

Disahkan Oleh KEPALA BAGIAN

PENGADAAN BABANG DAN JASA

: Pelaporan Pelaksanan Pengadaan
Barang dan Jasa ke Walikota

Nama SOP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021

tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor

12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia

3 Surat Edaran Deputi Bidang Pengembangan
dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Contoh Bukti Dukung Model Kematangan Unit
Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Level Proaktif

4 Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah
5 Peraturan Walikota Malang Nomor 33 Tahun

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah

1 Sarjana/ Sederajat

2 Memiliki Sertifikat Pengadaan Barang/ Jasa

3 Memahami dan mampu melaksanakan mekanisme

Pelaporan Pelaksanan Pengadaan Barang dan Jasa ke

Memahami proses pengadaan barang/ jasa pemerintah

Mampu memberikan pembinaan, asistensi dan

pendampingan terkait dengan perencanaan pengadaan

6 Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik

7 Memiliki kemampuan identifikasi dan analisa

8 Mampu mengoperasikan aplikasi dan alat kerja
pendukung

4
5

Keterkaitan:

Peralatan/ Perlengkapan:

1 Dokumen pengadaan barang/ jasa

2 Renja, RKA, RUP dan SK Penunjukan Pokja
3 Aplikasi SPSE

4 ATK

5 Komputer, Printer dan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan Pendataan:

1 Pelaksana bertanggungjawab atas
pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan

2 Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait pelengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang

___harus dipertanggungjawabkan

Salinan berkas-berkas atas tahapan pengadaan dicatat dan
didata sebagai data elektronik dan/atau manual dalam
berkas kearsipan masing-masing perangkat daerah dan
Sekretariat UKPBJ, sesuai proses dan tahapan yang ieiah
dilaksanakan




Pelaksana Mutu Baku
No Uralan Prosedur v s Ketorangan
Kabag PBJ _uo_““wmﬂ_%_”m%m._ mwﬂﬂwﬁ_a Kelengkapan Waktu Output =
1 |Merumuskan bahan laporan evaluasi Disposisi tentang 1 jam Disposisi tentang
pelaksanaan PBJ ( ) rumusan bahan laporan rumusan bahan
evaluasi PBJ laporan evaluasi
PBJ
2 |Menyusun bahan laporan evaluasi Disposisi, Jumlah paket|1 minggu [Draft laporan
pelaksanaan PBJ PBJ yang terlaksana, evaluasi
Periode kegiatan PBJ, pelaksanaan PBJ
Nama perusahaan &
direktur/kontak
pemenang, Nilai pagu
anggaran, Hasil
penawaran, Efisiensi
keuangan daerah
3 [Membuat nota dinas laporan evaluasi Draft laporan evaluasi |1 hari Nota dinas, Draft
pelaksanaan PBJ = pelaksanaan PBJ laporan evaluasi
! pelaksanaan PBJ
4 |Memeriksa draft laporan evaluasi y Nota dinas, Draft 1 jam Draft laporan
pelaksanaan PBJ dan nota dinasnya. Apabila / laporan evaluasi evaluasi
ada yang perlu diperbaiki, maka diserahkan \\ pelaksanaan PBJ pelaksanaan PBJ
kembali kepada Kasubbag pengelolaan PBJ yang telah
untuk merevisi draft laporan tersebut diperiksa Kabag
5 |Apabila draft laporan evaluasi pelaksanaan \ Draft laporan evaluasi Draft laporan
PBJ sudah benar, maka draft akan ¢ pelaksanaan PBJ yang evaluasi
disampaikan kepada Sekretaris Daerah telah diperiksa Kabag pelaksanaan PBJ
yang telah
diperiksa Kabag
6 [Menerima dan memeriksa draft laporan Draft laporan evaluasi |1 hari Draft laporan

evaluasi pelaksanaan PBJ sebelum
disampaikan kepada Walikota. Apabila masih
ada yang perlu diperbaiki, maka akan
dikembalikan kepada bagian .

pelaksanaan PBJ yang
telah diperiksa Kabag

evaluasi
pelaksanaan PBJ
yang telah
diperiksa Sekda




Draft laporan evaluasi |
pelaksanaan PBJ yang
telah diperiksa Sekda

Laporan evaluasi
pelaksanaan PBJ

SE




